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Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah yang Maha Egaa atas ;

tersusunnya buku ringkas ini.

Buku ini disusun berdasarkan tulisan dua pakar Indonesia dan
Australia yang merupakan anggota Kelompok Rarja Forum
Konsultasi Tingkat Menteri Australia-Indonesia (Australia
Indones ia hinisterial Forum), yang dibentuk di Jakarta pada
tanggal 12 Nopember 1892 lalu. Forum ini dinaksudkan sebagai

wahana untuk memperluas kerjasame ekonomi dan bisnis antara

kedua negara.

Melihat isi dan pendekatan yvang digunakan dalam
pembahasannya, buku ini akan sangat bermanfaat, baik bagi
para pemerhati ekonomi maupun bagi para dosen darr mahasiswa
yaﬁg mendalami studi ekononi - terutams. ekonomi

internasional dan pemasaran internasional.

Buku ini hanya terdiri atas tiga bab. Dua tab pertama
ditulis oleh psakar wmasing-masing negara, Vyang mencoba
mengansalisis dan menerangkan peluang dan kendala akses pasar
di kedua negara. Bab 1 membsahas tentang "Akses Pasar dan
Iklim Regulasi bagi Interaksi Masa Depan: Dari Perspektif
Indonesis ditulis oleh Moetaryvanto. Sedangkan bab 2 tentang

‘Akses Pasar Indonesia dan Tklim Regulasi bagi Perdagangan

il



dan ' Penanaman Modal di Masa Depan: Dari Perspehtif
Australia® ditulis oleh George Fane. Bab 3 berisi tentang
beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dar: Bab 1 dan
Bab 2. Kendati Indonesia dan Australia bertetangsga dekat dan
secara potensial memiliki peluang besar untuk membangun
kerjasamu vkonomi dan biunig intensift yang suling
menguntungkan, kenyataan hingga saat ini menunjukkan angka
vang *:dLL it menggombivakan Peraaalan ‘nilabh  yang
e vden bl ital ban cbib b penscboal panyebaliiya yaug
mendasar untuk kemudian dicarikan solusi-solusi yang tepat.
Ty,

Kifanya perlu disampaikan bahwa dalam menerjemahkan kedua
makalah dimaksud penyusun tetap mempertahankan . format

penulisan sebagaimana yang digunakan cleh para penulisnya.

Pada kesempatan ini penyusun/penerjemah ingin nenyampaikan
ucapan terima kasih kepada bLapak Drs. H. Syahril, dosen
senior ilmu pemusaran, dan bapak Drs. H. Nazir, dosen senior
ekonomni internasional di jurusan Pendidikan Dunia Usaha
FPIPS TIKIP Padang, yang kerap penulis mintai penjelasan
belisu tentang sejumlah konsep dan istilah dasar yang
berkaitan dengan kedua bidang ilmu tersebut. Terima kasih
juga kepada Any Thrisns dan Desmira yang telah menunjukkan
k;nitmennya dalam membantu mengetikkan buku ini sehingga

draft terjemahan yang pada mulanya berbentuk tulisan tangan

vang centang perenang dapat terwujud dalam bentuknya vyang
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sekarang.

Akhirnya, penyusun sangat mengharapkan koreksi dan

dari para pembaca demi kesempurnaan teriemahan ini.

masukan

Padang, Maret 1804

Penyusun/Penerjemah

Zulfahmi
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Moetaryanto

PENDAHULUAN

Prinsip dasar 1ilmu ekonomi internasional ialah mencapai

keuntungan perdagangan. Melalul perdagangan, negara-negara

KETAEEA T O T A R e L A vand o b v ey Yol i
unggul dapat, misalnya, menpadi lebih kaya. Hal ini disadari
oleh 1Indonesia dan Australia, namun demikian perdagangan
antara kedua negara relatif masih belum berarti. Banyak yang
_menyebabkannya. Di antaranya berkaitan dengan politik
ekononi dalsm kebijaksanaan perdagangan yang mengarah kepada
berbagai tindakan proteksi seperti pengenaan tarif,
nekanisme anti-dumping dan bea masuk kompensasi. Aspek-aspek
fisik dan psikologis pasar itu sendiri pun mexnbatasi

hubungan dagang kedua negara.
PERSPEKTIF GLOBAL
Kaitan erat antara perdagangan dan rejim nilai tukar valuta

bebas dan kemakmuran telah menjadi fokus perhatian,

khususnya selama beberapa dasawarsa terakhir. Negars-negara




bab 1: perspektif indonesia

yang menganut kebijahsanaan perdagangan yang berofientasi
ekspor lebih baik kinerjanya dibanding negara-negara yang
berorientasi pasar domestik. Selama periode 1872-84, ekononmi
negara-negara yang sangat berorientasi ekspor nencatat
pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 7.8 perser per tahun.
Dalam periode yang sama, ekonomi negara-negara yang sangat
bqrorientasi pasar domestik hanya manpu mencspai tingkat

pértunbuhan rata-rata 2,4 persen per tahun.1

Maka hipotesis yang mengatakan bahwa rejim perdsgangan bebas
nenbawa kepada perluasan perdagangan kini didukung oleh
sejumlah bukti empiris. Meskipun demikian, ada dua kendals

utama dalam memperluas perdagaengan ini.

Pertama, tertunda-tundanya kesepakaten tentang Putaran GATT
nemnperlambat proses penghapusan menyeluruh hambatan tarif
dan non-tarif dalam perdagangan. Proteksi terhadap sektor-
sektor yang dulunya dikecuslikan seperti pertanian, tekstil,
jasa dan hak milik intelektual ternyata menjadi masalah
tajam yang tidak mudah diselesaikan. Ini mengurangi nilai
keberhasilan perundingan GATT sebelumnya yang telah - dapat
meningkatkan secara berarti perdagangan produk-produk
manufaktur, dan membawa kepada peningkatan kemskmuran di

banyak negara.

1

IMF merdefinisikan negara vang zangat berorientasi ekspor adalah yang
kentrol  perdagangannya  sangat rendah ataw tidak  ada sama  sekali.
Sedang vegara  yang sangat berorientasi pasar domestil adalab Yang
kebijabsorews dan tunjangannye dis «hbar untob seningkathan  waduksi
wntuk o ar daloen mecer 1,

MILIK UPT PERPUSTLKAAN
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bat 1: perspektif indonesia

Kedua, negara-negara industri, yang merupakan pasar yang
besar bnpi perdagangan dunin dan seyodysnya merupaksn  pihak
yang paling beruntung dalam sistem lperdagangan bebas,
semgkin getol memasang hambatan tarif dan non-tarif, dan
memberlakukan bea masuk kompensasi dan kebijahksanaan anti
dumnping. Contohnya, negara-negara OECD sekarang meningkatkan
" 'subsidi bagi produsen pertanian rata-rata sebesar 45 persen
dari nilai produksi sektor pertaniannya (Selandia Baru dan
Australia merupakan yang terendah yakni 4 persen dan 15
persen).2 Selain itu, perdagangan tekstil tetap merupaksan
benang kusut dalam perjanjian-perjanjian kuota bilateral
yvang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip GATT. Dalam suatu
kemajuan bersejarah vyang berhasil dicapai, tekstil dan
pertanian kini juga dicakup dalam Putaran Uruguey kendati
proteksi yang rendah akan diberlakukan secara bertahap.
Contoh lain hambatan non-tarif dapat kita lihat pada undang-
undang imigrasi yang sifatnya menghambat perdagangan Jjasa

melalui pembatasan mobilitas para penyedia jasa.

Peranan negara-negara maju sebagail pasar ekspor negara-
negara berkembang semakin berkurang. Henghadapi hkondisi
seperti ini, para eksportir negara-negars berkembang kini

nepcari pasar-pasar baru, terutama [pasar sSe3ama negara

-

be:henbang. Negara-negara maju, di tahun 1880, aenysrap 80

persen ekspor total dunia, sementara di tahun 1830 angka ini

)
< Gebaliknya, sejunlah kajian meoweukben tingkat cooteksi vang  rendah
(haranis dari T peresdi) bagy cemjara-negara berkembarg yang  besar
(Argentins . Fretil, Cina, Indis oo Meksiko).



bab I: perspekiif indonesia

menyusut menjadi 67 persen.

Keberhasilan persetujuan Putaran Uruguay wemberi harapan
lebih besar bagi perdagangan dunia. Situasi perdagangan
global kini telah melewati tahap kritis, nénun tak diraguhkan
lagi masih banyak rintangan yang dihadepi. Bila kita tidak
ingin kemajuan-kemajuan yang telah tercapsai sejak
berakhirnya Perang Dunia 1I tetap terancanm, peluang
keuntungan‘yang ada pada Putaran Uruguay perlu dimanfaatkan

terus mnensrus.

PERDABANGAN INDONESIA-AUBTRALIA:
DALAM PERSPEKTIF INDONESIA

Nilai perdagandan - yaitu nilai ekspor ditambah impor -

antara Indonesia dan Australia selsma periode 1981-80
meningkat rata-rata 11 persen per tahun menurut nilal dolar
AS. Meskipun demikian, dari kecenderungan pqningkatan yang
bersifat jangks panjang ini ada beberapa hal vang tidak
tampak. Pertama, sejumlah fluktuasi penting dalam
perdagangan kedua negara tidek terungkap. Set2lah nilai
perdagangan meninghkat sebesar 27 persen pada tahun 1982,
&ahg relatif sama dengan yang terjadi pada tahun 1981, pada
-tahun 1983 anjlok hampir sebesar 41 persen. Tambahan lagi,
baru pada tahun 1988 rekor nilsi perdagangan ‘“shun 1981
tersebut dapat terpecahkan. Selain 1itu, sementara impor
Indonesia terhadap barang-barang Australia relatif mantap,

ekspor Indonesia ke Australia justru mengslami pasang dan




bad 1: perspeit:t indomesia

surut. Contoh yang ekstrem adalah terjadinya lonjakan ekspor
Indonesia sebesar 95 persen setelah tahun 1988 {kendati

sebagian di antaranya mungkin disebabkan oleh adanya

devaluasi nilai rupiah pada masa itu.)

Suatu kajian tentang 1mpor Australis nenperlihatkan
pentingnya Indonesia sebagai sumber impor dibandingkan

dengan Singapura dan ASEAN secara keseluruhan. (lihat Tabel

1).
Tabal 1
Impor Australia dan Negara Asal Menurui SITC, 1892
SITC Keterangan Nilai total [Indonesia Singapura ASEAN
(Juta $ AS) (Persen} (Perses) (Persen)
- Seatiz barang 50.814,19 2,24 2,3% 8,09
0 Makanan dan Hewan Hidup 1,376,121 .8 2,08 18,03
1 Rinusan dan Tesbakau 304,23 0,19 0,13 2,%0
2 Bahan Mentah, Non-Pangan 1.047, 44 3,8 0,65 16,93
Selain Kinyak Busi
3 Minyak Buami, Pelusas dan 2.383,06 20,35 8,78 38,97
Bahan-bahan Terkait
4 Minyak Hewan dan Tumbuh- 128,00 8,30 5,62 40,91
an, Lesak dan Lilin
s Bahan Kimia dan Produk 4,574,94 ¢, 25 L9 A L]
Terkait
b Barang Hasii Industri 4,238, 14 4,18 0,50 b, 74
7 Mesin dan Peralatan 17,432,318 0,62 2,3 4,19
Transportasi
8 Barang Hasil [Industri 5,259,714 1,0 1,98 £.59
Lain
¢ Transatsi Koaoditas BRY,B2 0.8 4,53 §.5°
dan produk selain ¢-B
Sumber:

Tabel 1 wmenunijukkan bahwa pada tahun 13492 nilal impor
Australias =adalan ASE 40.R14 Jjunta. Negara-negara = ASEAN

memasok 8,09 persen dari impor Australia, sementara gﬂ?iﬁ
MILIK UPT PERPUSTAKAAN
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bat 1: perspek:if indonesid

Indonesia hanya sebesar 2,24 persen. Penting dicatat bahwa
impor Australia dari Singapura sebesar 2,383 grergen dari

total impornya; lebih besar dari impor Australia dari

Indonesia.

Pada tahun 1892, impor partai besar Australia meliputi
barang-barang manufaktur, permesinan dan peralatan
transportasi (SITC B, 7, 8) - mata dagangan yang Secara
tradisional bukan andalan ekspor Indonesia. Namun demikian,
Indonesia kini sedang dalam proses peralihan ke pembuatan
barang-barang hasil industri. Akhir-akhir ini Indonesia
memasok hanya 2 persen lebih terhadap 1impor Australia.
Ekspor komoditas manutaktur industri Indonesie meningkat,
dan  Indonesia secara pelan-pelan sedang menuju ke arah
pembuatan barang-barang hasi! industri vyang sesuai dengan

keinginan pasar Australia.

Impor terbesar Australia dari Indonesia (AS$485 juta) adalah
dalam kategori Minyak Bumi, Pelumas dan Bahan-bahan Tarkait.
Sebagai negara yang kays minysak, Indonesia memang wmemiliki

keunggulan homparatif dalam sektor ini.

Tabel 2 menunjukkan bahwa 62 persen ekspor Australia terdiri
dari produk-produk pertanisn (SITC 0 dan 1) dan produk-
produk yang secara longgar Jdapat dikategorikan sebagai
produk pertambangan ¢S1TC 2.3).3 Dengan mengimpor hanva
27,98 Brersen Jdor b oaorlal toetuan o kopar o Anstroaiia Pridars 5

oIt 7o - S - o oo

"



¥-0 1 perspexiif o rcdonesie

merupakan pasar ekspor yang relatif kecil bagi Australia.4

Indonesia memang belum merupaskan pasar ekupor ntama

Australia untuk kategori manspun.

Tabel 7

Ekspor Australia dan Negara Tujuan Menurut SITC, 1892

SITC Keterangan Nilai total Indonesia Singapura  ASEAN
{Juta & AS) (Persen)  {Persen]  (Pursen)

- Semua baring .97 47 4% 2,4 LY H

e Makanar dan Hewsn Hidup TLTTe B 0,92 L g.51

1 Ninugan dan Tesbakzu _ TS 0,85 (> 118

z Bahar Mentzt, Nor-Pangan 7.72:,14 2,00 a,id 4408
Selain Minyad Buai

3 Minyak Ruai, Peluszs dan 2.5 il Z.88 T 3 44
Bahan-bahan Terkait

i Ninvalk Hewan dar Tuabuh- 107,58 .7 A bl
an, Leaak dan Lilim

5 Bahar Yiaia dan Produk HIEAEIRY 115 5,9 LY
Terkait

b Barang Hasii Industri 5,200,584 5,07 MRl 16,84

H Mesin dar Perajatan 4,00 0 12 5,27 g5
Transportas;

8 Barang #asii ludustei 1L N o Y
Lain

9 Transabsi Vomeditas 0008 %, 89 BRNEH £1,5¢
gan produk szliain 2-0 7

Suaber:

Untuk produk-produk curah . karena Ltingginysa tiaya

pengapalsan, ekaspor Indonesiia ke Australia lebih rendah

dibﬁnding ekspor negara-negars lain yang letaknya Jjauh
dari Australia. Pada tehun 1890 kayu gergsejlian yangd
diimpor Australia dari Indonesia hanya sebesar 4
Bersen dari keseluruhan impor kayunya. Bandingkan dengan

Amerika Serikat, Malaysia dan Kanada yang masing-mazingnysa

Sen-ar | S M IO ' Y N TR S " ' P N f R TR L R




mengekaspor sebesar 20 persen lebih. Untuk minyak mentah, Uni
Emirat Arab dan Saudi Arabia memasok masing-masing 29 persen
dan 21 persen dari impor total minyak mentah Australia,
sementara Indonesia hanya mengekspor 16,3 persen. Untuk
produk ninyak kilangan, Singepura memasok 27 persen,
senentara Indonesia hanya 3 persen. Untuk kategori “henang
tenun dan kain katun,  nilai impor Australias dari Indonesia
jauh di bawah angks yang dicapai Taiwan, Amerika Serikat,
Koresn Seiatan, Hongkong, Pakistan dan Cina. Demikian Jugs
untuk “Sepatu’, Cina, Korea Jelstan dan Taiwan mendominesi
impor Australia tahun 1880 Jdibandingkar dengan Indonesia

vang persentasenya dapat diabaikan.
KENAPA VOLUME DAGANG BEGITU KECIL?

Data tentang kajian perdagangan Indonesia tidalt menemukan
harapan yang kunat bagi hubungsn dagang antara Australia dan
Indonesia, walaupun kedua negara memiliki fektor-faktor
seperti, Jjarak yang berdekatan; tahap perkembangan ekonomi
kedua negara (yang satu negara industri dan yang lain negara
berkembang); dan pengetahuan teknologis vyang dimiliki.
Kendati ssat ini Indonesia termasuk sepuluh besar mitra
dagrng Auntyralin Jdnn hnbwooran keduanya emskin nral,
Australia bukanlah pasar utama ekspor Indonesis, denmikian

pula sebaliknya.

Alasan yang mungkin mengenai keadaan ini adsalah menyvangkut

harga c.i.f atas produk ekspor Indonesia.Wﬁgw¢gﬁ§,PEﬂﬂﬂ$ﬁggB&“

. - o AR
!..;—:\ A AR
R

[
]
1

8



bat 1: perspettif indoresia

kedua negara berdekatan, ongkos kapal _dari Indonesia ke
Australia lebih tinggi ketimbang dari negara-negara lain.
Kedua, harga f.o.b produk ekspor Indonesia tinggi. Alasan-
alssan ini mungkin benar untuk beberapa jenis barang yang
diperdagangkan antara kedua negara, akan tetapi belum tentu
dapat dipakai sebagai alasan umum kenapn nillai perdagangen

Indonesia-Australis rendah.

Transaksi‘ dagang antara Indonesia dan Australia relatif
rendah. Kecuali untuk produk-produk perminyakan, komoditas-
komoditas yang diinginkan Australia belum menjadi andalan
Indonesia. 0Oleh karena itu, produk ekspor tradisional
Indonesia beluxm pula mendapat pasar yang kuat di Austraelila.
Karena ekonomi kedua negara asama-sana memiliki basis
pertanian yang luas, seyogyanya ada peluang pasar yang
nantap. Demikian juga untuk kebanyakan komoditas primer yangd
melimpah baik di Indonesia maupun Australia, kecil
kemungkinan terjadi perdagangan antara kedua negara. Selain
itu, meskipun perekonomian Indonesia sedang dalam peralihan
ke arah Industrialisasi, dan oleh karenanya membutuhkan
lebih banyak mesin-mesin dan infrastroktur komunikasi,
sektor-sektor ini pun masih belum menjadi andalan Australia

. sampui sekarang. Keadsan ini terlihat jelas pada Tabel 2.

Hamun demikian, ada kemungkinan data resmi di muka tidak
menggambarkan perkembangan perdagangan antara Indonesia dan
Australia yang sebenarnya. Ada insentif bagi perusahaan-

perusahsaan Indonesia dan Australia agar memanfaatkan



bab 1; perspettif indonesia

perusahaan-perusahaan di Singapura sebagai agen ekspornya.
Perusahaan-perusahaan Indonesia mengekspor sejumlah
produkhya kepada perunsahaan-perusahaan di Singapura yang
selinjutnya mengekspornya lagi (mungkin setelah dikemas
nlang atau diproses lebih lanjut) ke Australia. Inilah
alasannya kenapa untuk produk non-pertanian Singapura
;enasok 7,18 persen impor ‘'Hewan dan Minyak Sayur’

Australia.

Bagi perusahaan-perusahaan Indonesia mengumpulkan informasi
tentang peluang bisnis di Australia lebih mahel ketimbang
peluang di Singapura. Sebab, Singapura lebih dekat sehingga
memungkinkan untuk berinteraksi dan berhubungan secara lebih
intensif. Kultur bisnis Indonesia dan Singapura pun lebih
mirip ketimbang Indonesia dan Australia. Pada Bab 3 diocoba
méngkaji kemungkinan mitrse segitiga antara kepentingan
Indonesia, Singapura dan Australia sebagai jalan pemecahan
vang efisien terhadap kendala-kendala pelaksanaan bisnis

ini.

Alasﬁn lain yang menyebabkan rendahnya tingkat perdagangan
Indonesia-Australia ini terletak pada hnnbatan—hanbatan
perdagangan di kedus negars. Sistem tarif yang diberlakukan
Australia dirancang terutama untuk membedakan barang yang
datang dari negara-negara berkembang (yang dikenakan tarif
preferensial) dengan barang-barang dari negara-negara lain
_(yang dikensakan tarif umum). Lagi pula, pemerintah Australia

saat ini telah mengurangi tarif secara beruntun sehingga

10



babd 1: perspettif indopesis

tidak 1lebih dari 15 persen. Untuk produk-produk penting
gseperti tekstil, benang tenun dan sepatu, para pesaing
Indonesia menghadapi upah buruh yang makin meningkat dan
tinghkat tarif vyang makin tinggi. Negara-nesgara yang
sebelumnya dikategorikan sebegail Negara Industri Baru (NIC),
yang sekarang sudah dikategorikan sebagai negara maju, kini
menghadapi tingkat tarif yang lebih tinggi untuk produk
ekspornya. Ini merupakan kabar gembira bagi ekportir
Indonesia &ang mendanbakan akses ke pasar Australia. Namun,
kabar ini menjadi kurang menggembirakan dengan adanya fakta
bahwa, kendati eksportir tekstil, benang dan sepatu
Indonesisa berpeluang mendapatkan kenntungan dari
pehberlakuan tarif relatlf, tarif absolut untuk sektor ini
masih sangat tinggi - kerap lebih dari 35 persen. Mujurnya,
ada penotongan tarif sebesar 50 persen untuk produk yang
digolongkan sebagai “produk industri kerajinan’ - yaitu yang
dibuat dengan mesin yang digerakkan dengan tangan atau kaki.
Sebagian besar industri rumah tangga memang menggunakan
nesin~nesin yang sangat sederhana, sehingga termasuk ke

dalam kategori ini.

Penyebab 1lain rendahnya perdagangsan antara Indonesia dan

Australia ini dapat dilihat dari luas pacsar Australias. Pada

bulan Juli 1481, ponduduk Australio torcatat  sebanyak 17
Juta jiwa 1lebih sedikit. Ini relatif keoil. Sebagnai
perbandingsn, penduduk ASEAN (tidak termasuk Indonesia) pada

tahun 1991 sebanyak 140 juta - merupakan pasar yangd penting

bagi. eksportir Indonesia. Di samping MUY mRD gk S Padse));

Wir PADANG
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;
N
peluang-peluang pasar lain yang dekat di Vietnam, Kamboja

dan Laos.

by

Sebaran penduduk Australia juga membawa sejumlah nasalah.
Sebagian besar penduduk Australia menempati kawasan pesisir
negeri ini, yang terpadat di antaranya adalash nejfara bagian
New South Wales dan Victoria. B8elain kota BSydney dan
Melbourne, kota-kota di Australia hanya berpenduduk di bawah
3 juta jiwe. Pasar-pasar ekspor sangat ‘terkonsentrasi di
pantai timur Australia dan di enam ibukota negsara bagian
(Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth dan Hobart).
Ko%a-kota ini malah ada yang berjarak ribuan kilometer, yang
be#arti biaya angkut dan biaya distribusi menjadi tinggi.
Sg@ah satu pemecahannya mungkin dengan cara mengapalken
laﬁésung ke kota-kota bersangkutan. Akan tetapi. mengingat
jumlah penduduk kotanya maka jumlah barang yang dikapalkan
untuk setiap pengiriman ke salah satu kota bersangkutan akan
terbatas, akibatnya biaya kirim per unit mwmenjadi lebih
tinggi. Tambahan 1lagi, bile jumlah barang yang dikirinm
sedikit, harga f.o0.b yang dibebankan lebih tingg:i.

Jumlah penduduk dan jauhnya Jjarak masing-muasing kota
merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangnkan secara
niggalan oleh kalangan bianis Indonesia yang berupaysa
m;;asuki pasar Australia. Gagal menjual mata (agangan di
‘sqatu kota berarti harus membawanya ke kota 1lnin, dengan
biéﬁa transportasi yang tinggi. Akibatnya, hargan jual yangd

tinggi tak dapat dihindari meskipun semua pesaing, vyangd

12
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tidak memiliki jeringan distribusi yang mantap d! Australia,

sama-sama menghadapi masalah biaya ini.

Dengan ukuran dan karakteristik pasar Australia vang
demikian, sulit menghindari kesan bahwa pasar inl wmapan, dan

tidak mudah untuk dimasuki. Bagi sebagian usahawan hal ini

mongkin mary vprnboan fargrd e vievmarny o me e den vang  Lermadnld

terbatas akan sedera balik kanan bila nenghadapi
ketidakpagtian seperti itu. Kemungkinan cara vang paling
anan untuk nenasuki passar Australia ada.ah dengan
menggunakan bantuan perwakilan dagang setempat yang baik.
Disarankan agar penyebaran produk ke geluruh negeri
ditangani oleh distributor penghubung yang berkuntor pusat
di Sydney ‘atau Melbourne, mengingat distributor dari kedua
kota inilash yang paling mungkin memiliki cabany-cabang di
seluruh Australia. Akan tetapi, gagasan ini bisa jadi sangat
sulit bagi industri rumah tangga kecil Indonesia yang

berminat memasuki passr Australis.

Kendala informasi diduga ikut menyebabkan kuranjf gencarnya
serbuan yang dilakukan eksportir Indonesia, karena mereka
kesulitan dalam mencermati potensi pasar Australia. Dari
perspektif bisnis, kekurangan informasi-informasi penting
berarti berhadapan dengan ketidakpastian, ditambah lagi
dengan kondisi pasar Australia yang kecil dan mapan. Untuk

menekan resiko serendsh munghin, informasi adalah perlu.

Indonesia mungkin menghadapi pula persaingan tejam dari

13
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eksportir negara lain, khususnya dari negara-negara Pazifik
dan Selandia PBaru yang menikmati tarif vyang 1lebih baik

5

ketimbang vang didapati Indonesia. Misalnya untuk bidang

tekstil. Di bidang lain, proouk-produk kayu jugs menghadapi
hembatan dalam bentuk pelatrangan yang memungkinkan,  vyvang
disebabkan oleh meningkatnya keprihatinan tervhadap nasalah-
masalah ]l ingkungan di Ausrtralia, terutama menyangkut

kelanggengan hutan tropis.

Petunjuk lain mengenai rendslnya tingkat ekspor ndonesia ke
Australia adslah tingkash laku ekspor itu sendiri yang tidak
menentu. Fluktuasi mata uang bukanlah penyebab utama.
Kendati .masih berupa dugaan ikasar dan perlu didukung data,
fluktuasi eckspor Indonesia ke Austrelia diduda disebabkan
oleh kurangnya pesanan yang berkelanjutan. Di antaranya
dapat dilihat dari pesanan-pecanan terhadap busana (pakaian)
mode. Begitu suatu mode tertentu berakhir. sangat  keeil
kemungkinan adsnya pemesanan ulang. Alessn lain  barangkali
nenyengkut kekecewsan  import iy Lerhaday notu barang  yang
mereka terima.  Seperti dijelaskan sebelumnya, sudah barang
tentu importir tidak akan berhasil memasarkan barang sperti
itu dan akhirnya disimpan menjadi persediaan untuk tahun
depan, sehingga pesanan ulang tertunda samb.l ménungdgu

keadaaan yang lebih menguntunghan.

th

Ferr lab: v Pz bt oz Loty beoy ‘ ILiakz aral oo secdelnin FE w2 D

CoPaboygers Tlocoaes I S m st s oder Frlies Hab
dary TEYITECN L, b sty ey Peeratso e oy ol Vo Do wle Fooooe ] LU T A
Serd et

14



T AE 8 TR A0 Re - 50 FRF

Politik juga mempengaruhi perdagangan. Seruan serikat buruh
pada tahun 1891 vang melarang pembongkaran kapal-kapal vyang
membawa produk-produk Indonesia ke Australia, misalnya.
Contoh lain, seruan boikot terhadsp produk-produk Indonesia
yang dJdisuarakan oleh kelomp k- kelompok pecinta  lingkungan.

Ketidakpautian seperti ini b rpengaruh terhadap perdagangan.
PERDAGANGAN — MANFAATNYA

Orang sepakat bahwa perdagangan moembava peningkatan
kemakmuran bilateral. Teori perdagangan internasional
menyiratkan ada dua macam keuntungan perdagangan, keuntungan

"statis’ dan “dipamis’

‘Reuntungan 'statis’ melipulil penciptaan perdagangan dan
pengalihan perdagangan. Bila perubahan dalam hambatan
perdagangan sampai mengakibabkan Kedua negara meningkathan
impor moseeod ke it b bk gt beoraant ter benta o doar mitra

mitra vyang biaya produksinye rendah, bersrti terjadi e}ek
penciptaan perdagangan. Penciptaan perdagangan meningkatkan
kemakmnuran - vand merupskan bhasil dari penanfaatan

keunggulan komparatif di masing -masing negara.

Sebaliknya. bila perubahan dalam hambatar. perdagangan sampai
mengakibatkan kedua negara mengganti impor produk-produk
murah dengan produk-produk dalam negeri yang mahal{ berarti
terjadi efek pengalihan perdagangan, yang berakibat turunnya

kemakmuran karena kedus negsrs gagal memanfaatkan sepenuhnya

1%
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keunggulan komparatif masing-masing.
]

Keuntungan ‘dinamis  perdagangan teroipta dari pemanfaatan
skgla ekononi yang lebih baik, keteramalan pasar yvang makin
meningkat, penyebaran teknologi yang 1lebih audah, passar
potensial yang besar, dan iklim yang lebih =stabil bagi
penanaman modal asing langsung. Kerangka stetis-cdinamis ini
dapat dipakai untuk menilai perdagangan Indonesia-Australia
dan untu# mengkaji bidang-bidang vang mungkin dapat

ditingkatkan.

Hubungan ekonomi juga dapat memperkukuh hubungan politik.
Selain dapat dicapai nelalui cara-cara yang spesifik
{misalnya dengan perjsnjian Leamanan), persetuuan dagand
bilateral merupakan sarana yang dapat nmempererat hubungan
kedus negara. Perdagangan bilateral yang huat dapat
dipandang sebagai ‘upaya membangun rasa saling percaya’ demi

perdamaian.

Rendahnys tingkat perdagangan intra-regionasl dapat dituding
sebagai salah satu penyebab kemandegan kerjasamfi serantan.
Masa-masa melambatnya laju ekonomi yang akhir-akhir ini
dihadapi negara-negara vang tergolong sangat maju dan krisis
keuvangan yang dislami negara-negara tertentu di Eropa,
merupakan contoh krisis dalam negeri yang wmengakibatkan
negara-negara lebih menekankan kepentingan naslonal Jangka
pendek dan terkesan mengahaikan wmanfaat jangka panjang

kerjasama ekonomi bilateral.

16
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KENDALA AKSES PABAR — MENURUT PANDANGAN INDONESIA ;

Meskipun pada umumnya agregat ekonomi Australia secara makro

cukup bagus, banyak tudingan bahwa jumlah biaya dumping

meningkat selama tahun-tahun di mana kinerja makroekonomi
relatif jelek. Pertumbuhan PDB Australia sedang mengalamni
resesi, namun wntuk tahun 1993f94 diperkirakan naik mencapai
2,6 persen kendati tingkat pengangguran saat ini sangat
tinggi, yékni sekitar 11 persen. Selain itu, pada tahun lalu
pertunbuhan penjuslan eceran dalam negerinya meningkat hanya
sebesar 0,9 persen. Semua ini menyiratkan adanya potensi
penciutan kesempatan bagi para eksportir Indonesia. Defisit
ﬁeraca berjalan Australia yang besar dan berkepanjangan Juga
merupakan sumber potensial yang akan menekan Aus:ralia agar
lebih menegakkan lagi hambatan-hambatan impo::, terutama
berupa kebijaksanasn non-tarif seperti peraturan yang lebih
ketat mengenai standar produk dan pematuhannya: persaturan
karantina yang lebih ketat; standar pengemasan vyang lebih
tinggi; dan pengenaah biaya dumping terhadap produk-produk
Indonesisa. ‘Penyesuaian internal’ seperti ini hanya akan
menurunkan perdagangan kedua negara, vang némang sudah

sangat kecil.

Sementara hambatan perdagangan berupa tarif dan kuots
dikurangi, di seluruh dunia saat ini terjadi hkecenderungan
untuk menggantinya dengan bentuk lain berupa hambatan-

hambatan non-tarif. Pada tahun 1989 sigstem izin impor

dihapuskan di Australis, sken tetapi ketentuap | spbisdneping)

1750 PAGANG
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tetap dipertahankan kendati telah disederhanakan pada tahun
1988. Pula, peraturan karantina atas hewan hidup den produk
pertanian sering dirasakan oleh eksportir Indonesia sebagai

hambatan perdegangan dalam bentuk lain.

Perlu ditekankan bahwa biaya dumping yang dikenakan atas
Tmpror dari Trvdonemin e Tihat annva Tebdibh  Jdiderong i leh
kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, ketimbang oleh

kecurigaan sungguhan bahwa barang-barang Indonesia dijual

secara dumping.

Misal, akhir-akhir 1ini mencuat tuduhan praktik dumping
terhadap sejumlah perusahaan aki dan produk kertas
Indonesia. Tuduhan-tuduhan inl membawa sejumlah akibat.
Seandainya tuduhan itu diterima oleh Dinas Pabean dan Badan
Qnti—Dumping Ahstralia lalu importirnya ditagih sejumlah bea
nasuk, maks tak pelak lagi harga jual barang akan meningkat.
Secara tidak langsung, importir Australia yang mengetahui
bahwa pemasck Indonesianya tengah diselidiki atas kasus
dumping, selama penyelidikan masih berjalan akan enggan
nenanbah pesanan. Selanjutnya terjadi pulsa pertambahan

biaya, karena proses hukumnya sangat mahal.

Hengenai standardisasi ketentuan anti-dumping, kepada para
eksportir Indonesia perlu diberikan lebih banyak informasi
pe@nis melalui pendidikan, brosur-brosur, dan seminar-
seminar. Meskipun tidak mensemin  turunnya jumlah biaya

dumping, pendidikan akan meningkathan kesadaran para

18
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eksportir Indonesia tentang permasalahan dan konsekuensinysa.
Pendidikan juga akan dapst mengurangi beban biaya yang
disebabkan oleh masalah-masalah teknis yang terjadi karena

ketidaktahuun pihak eksportir Indonesia.

Rendala vang lebih spesifik dalsm perdagangan dendan
Anctralia ada b vl el indoenac oo tanedar An Tialin Koo e
Australia yang amat peduli terhadap harga dan mutu ditambah
dengan pasar vang relatif kecil menyulitkan Indonesia untuk
meningkatkan perdagangan bilateral dengan Australie. Ahkan
lebih sulit lagi bila standarnya berbeda dari yang berlaku
secara internasional. Asosiasi Standar Australia
merekomendasikan standar tertentu terhadap bahan-bashan dan
produk-produk yang dijual di Australia. Dalam rangks promosi
penjualan, pemenuhan standar ini merupakan faktor penting.
Undang-undang pengemasan yang mengharuskan produk-produk
tertentu dikemas dalam uvkuran-ukuran yang telah ditetapkaen
daﬁat pula menjadi masalah apabila, seperti yung kadang-
kadang terjadi, syarat-syarst pengemasannya berheda dari
yang diberlakukan mitra-mitra dagang Indonesia di negara
lain. Syarat-syarat pengemasan berbeda-beda pula di setiap
negara bagian dan hal ini juga akan sangat mempengaruhi

biaya produksi.

Negara-negara mitra dagang mungkin menghubung-hubungkan
kinerja ekspor dengan upah tenaga kerja yang relstif rendah.
Ini dapat menimbulkan biaya dumping makin tinggi. dan

‘kemungkinan pembebanan bea masuk. Dalam kaitan ini, adsa
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baiknya dibanding-bandingkan produktivitas tenaga kerje
antar negara. Dengan menggunakan metodologi Perbandingan
Keluaran dan Prodoktivitas (TCOPY . riset menun_inkkan bhahwn
produktivitas tenaga ket ta Indonesia, bhila dinilai
berdasarkan Paritas Daya Beli (FPPP), sana dengen 10 persen
tingkat produktivitas tenags kerja Amerile Serikat.
Berdasarkan perhitungan paritas ini, ditemukan bahwa upah
harian rata-rata pekerja Indonesia seharusnya Fp. 1100 per

g Dengan upah yang berlaku

jam atau Rp. 7500 per hari.
sebesar Rp. 2500-3000 per hari berarti bayeran pekerja
Indonesis lebih rendah rata-rata Rp. 5000. £#kan tetapi,
metodologi PPP memiliki kelemahan, terutama karena tidak
nemperhitungkan permintaan terhadap tenaga hlerja. Upﬁh
berlaku yang rata-rata Rp. 500-3000 berkemungkinan sudah
mendekati tingkat upah ekuilibrium pasar tenaga keris,

sehingga bila terjadi kensikan yang berarti maks angka

pengangguran di Indonesia akan meningkat .

Jadi, paksaan untuk menaikkan tingkat upsh melebihi daya
dukung ekonomi dapat dipandang sebagail usaha untuk
mengurangi keunggulan komparatif Indonesia. Dengan kata
lain, upaya seperti ini sering dilakukan negara-negara maju
untuk mengurangi tingkat p=rsaingan dari negara-negara

berkembang yang dihadapi para produsennya.

Perdagangan bilateral antara I[ndonesia dan Austrelia kurang

didukung oleh infrastruktur keuangan yang memadai untuk

By irae s — : '
P Libet Zoirmee L. 17700 Diperlukan acuan yang tepat.
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memudahkan perdagangan. Misal, mekanisme penyelesaian
pembayaran antara kedua negara sangat kurang dikembangkan.
Masalah lain ialah kurangnya mekanisme pembagian beban dalam
rangka menutupi kerugian yang timbul akibat berubahnya
kebijaksanaan. Di pihak Indenesia, ketidakefisienan
penanganan di pelabuhan dan birokrasi yang berlebihan Juda

merupakan penghambat perdagangan.

MENINGKATKAN AKSES KE PASAR AUBTRALIA

Salah satu pilihan yang sering disarankan antuk ini ialah
kemungkinan mengadakan perseluajuan iagang preferensial
antara Australia dan negara-regara tetangganya. Namun, harus
diakui bahwa ekonomi Australis, kendsti hampir samu besar
dengan ekonomi negara-negara ASEAN secara keseluruvhan, masih
tergolong sebagai kekuatan ckonomi menengah ysng pengaruh
ekonominya kecil dalam negosiasi-negosiasi dagand bilsteral
ataupun nultilateral. Satu hal ysang dapat mengurangi
kemanfaatan sistem persetujuan dagang preferensial duea
negara ini adalah bahwa Australia cuma memiliki dsya tarik
marginal, yang disebabkan oleh potensi pasarnya kecil dan
program penurunan tarif sepihak yang dijalankannys, yang
akan makin mengurangi keuntungan preferens vyang sedianya
dapat dintkmati éara mitra dagang vang iknt ~ dalam
persetujuan vreferensial itu. Akan lebih logis bila
Australia berusaha meyakinlkan negara-negara berkembang

.seperti Indonesia bahwa walaupun daya saing ekonoml mereksa
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senmakin meningkat, mereka tidak akan dijadikan sasaran
hambatan perdagangan (seperti penerapan kebijakan anti-
dumping yang berlebihan.) Selanjutnya, dalam keadaan resesi
ini Australia butuh kerjasama yang lebih erat dengan negara-
negara tetangga. Kelak kerjusama ini mungkin dapat tercapai
melalui kerangka persetujuan APEC (Kerjasama Ekoncomi Asia

Pasifik).

Pilihan 1lain untuk memudshkan perdagangan ialah dengan
penanaman modal langsung. Di muka telah dijelaskan bahwa
impor Australia didoﬁinasi oleh produk-produk manufaktur,
mencakup permesinan dan peralatan tranportasi - yang belun
menjadi produk-produk andalan Indonesia. Meskipun demikian,
Australia dapat mendirikan biisnis di Indonesia agar dapat
memanfaatkan rendahnya biaya tenaga kerja negeri ini.
Penanaman modal langsung seperti ini di sektor industri
manufaktur Indonesia akan tertolong oleh kecenderungan
bisnis-bisnis Indonesia  yand berusaha wmengikuti prosedur
standar vang ditetapken Organisasi Standar Internasional

(ISO) 8000.

Selain itu, ada lagi dua bidang yang membutuhkan diambilnysa
tindakan segera. Yang perlama adalah pengalihan dan
penyebaran teknologi. Bidang ini berkaitan erat dengan

masalah hak cipta intelektusal.

Kedua adalah memperbaiki persepsi umum di Australia vyang

menganggap mudahnya barang-barang impor dari Indonesia

MILIK UPT PERPUSTAKAMN
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mnenasuki pésar Australia zkan mengakibatkan berkurangnysa
kesempatan kerja di Australia. Persepsi ini dikobarkan terus
oleh berite-berita menvesatkan yang disuguhkan media massa
dan oleh proses politik 1lam negeri Australis. Harus
disadari, ditekankan kembali dan disebarluaskan bahwa
pengurangan hambatan dan buatasan perdagandan asdalah demi
keuntungan Australia sendiri,-sebab ini akan pemungkinkan

konsumen Australis memetik keuntungan murshnya harga barang.

KESIMPULAN

Peidagangan kedua negara masih belum wmemadai. Perdagangsan
Indonesia-Australia berlangsung dalam kontelks situasi
perdagangan global yang lesu. Perekonomian Australia sendiri
berada dalam keadaan tingginyva tingkat pengangsguran, yang
meningkatkan tekanan politik dalam negeri agar proteksi

ditingkatkan.

Forsi perdagangan Indonesis-Australian dapat dikatakan
setengah penuh atau setengah kosong, tergantung dari
perspektif mana kita melihatnya. Indonesia ingin memandang
perdagangan kedua negara sebagai masih memungkinkan untuk
ditingkatkan. Potensi untuk ity ada, menunggu untuk digarap.
Meskipun demikian, kedua pihak perlu bekerja keras untuk

melaksanakannya.

Akses Indonesia ke pasar Australia dapat ditingkstkan dengan =

cara-cara berikut. Pertama, akan baik bagi Australia untuk
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nembuka pasarnya dengan cara wmengurangi hambatan-hambatan
tarif, menyebarluaskan informasi dan lebih terbuka terhadap
berbagai macar standar yang berterima di negara-negarsa lain
(misalnya standar tentang pengemnasan . ) Persetujuan
perdagangan preferensial kurang efektif untuk merangsang

eksportir Indonesia memasuki pasar Australia.

Kedua, Australia harus menerima keunggulan komparatif
negaramneéara tetangganya dalam barang-barang tertentu,
bukan menggunakannya sebagai alasan untuk memasang prosedur
anti-dumping. Prosedur ini bila digunakan secara salah akan

menjadi proteksi dalam bentuk lain.

Ketiga, perlu adanya hubungan politik yang gtabil antara
Indonesia dan Australia. Ketidakpastian politik berarti pula
ketidakpastian bisnis, dan ini akhirnya akan mempengaruhi
perdagangan. Upaya terus menerus untuk meningkatzan hubungan
pemerintahan yang lebih baik dalam tahun iQQO-an ini akan
dapat wmendukung upaya peningkatan hubungan dJdagang dan

investasi yang lebih kuat.
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BAB 2
AKSES FASAR ITNDORESIA
DAN IKLIM REGIALAST BAGI PERDAGANGAN
DA PERNARMNAMARN MODAL. DI MASAS DEFAN:

DAY FERSFERKTIF H,E'lm_lﬁhl‘

George Fane

PENDAHULUAN

Tinjauan Umum

Bah ini membahas tentang akses pasar, tidak hanya terbatas
mengenai hambatan-hambatan impor berupa tarif dan non-tarif
melainkan juga mengenai perizinan investasi dan undang-
undang yang mengatur perlindungan hak-hak milik intelektual.
Ada empat tujuan yang hendak dicapai:- pertama, untuk
merangkum keputussn-kepurtusan dan undang-undang yang
akhir-akhir ini membatasi akses perusahaan-perusanean asing
ke pasar Indonesia; kedua, melukiskan kemajuan yang dibuat
dalam upaya memperlonggar pembatasan-pembatasan tersebut
sejak tahun 1985; ketiga, memperbincangkan wasalah-masalah
khusus mengenai akses pasar lyang dihadapi perusahaan-
perusahaan Australia; dan keempat, membahas kemungkinan

pengemnbangan di masa depan.

1
T Baya  wmabigal besrier Lms kesih wbo smarancearan Rose Moleod, Chras
Manninu, Feter FeCawlay dan por s osnogota Past Ssis Anclitical thit,
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Sebenarnya, iklim regulasi yang dihadapi para importir,
eksportir dan investor tidak selelu sejalan dengan aturan-
aturan vang dituangkan di ates kertas: kadang-kadang aturan-
aturan tersebut tidak dijalankan; pada kasus-kasus 1lain,
diperlukan bantuan khusus pejabat yang dengan wewvenang
saktinya izin dapat diperoleh dan tidak memakan wektu lema.
Memang keadsan seperti ini terjadi di setiap negare; namun,
sel#in bukti lisan adalah mustahil untuk menunjukkan bukti-
bukti yané lebih sahih tentang benar tidaknya &kemencengan
antara peraturan yang tertulis dan yasng dilaksenakan di
Indcenesia lebih besar ketimbang di negara-negara berkemnbang
lain. Lagipula penulis tidak berupaya menilai benar
kemencengan ini. Walau bagaimanapun, adalah nunghin bahwa
deregulasi yang diluncurkan s=jak tahun 1885 lebih penting
segi praktiknya daripada segi yang tertulis: di nana
wewenang pejabat untuk menunda -nunda atau memberikan bantuan
khusus semakin berkurang dengun reformasi yaeng telah mampu
mengurangi Jjangkauan perizinan perdagangan dan investasi
vang beraneka tujuan. Demikan pula, dengan adanya deregulasi
siétem perbankan wewenang sakti bank-bank pemerintahr dalan
menyetujui pinjaman-pinjaman bersubsidi telah semakin

berkurang.

Keterbukaan Ekonomi Indonesia Sejak 1985

Periode 1985-1986 merupakan masa penting dalam kebijaksanaan
ekonomi Indonesia. Di tahun 1870-an dan awal 1880-an

pemerintah Indonesia memperkenalkan seperangkat peraturan
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yang mengatur prosedur impor ~“an ekspor, vyang nengakibatkan
terjadinya peningkatan hambatsn-hambaten non-tarif terhadap
perdagangan secara progresif .- Sebaliknya, penurunan
perolehan devisa yang berasal dari minyak bumi selama
periode 1984-1988 mendorong lahirnya kebijaksanaan baru
untuk menggalakkan ekspor non-migas. Yang menjudi bagian
penting dari kebijaksanaan baru ini adalah pengurangan
berbagai biaya vyang selama ini ditanggung n1lah para
eksportir non-migas yang ditimbulkan oleh tarif, pengurusan
izin impor dan peraturan-peraturan nengenai prosedur pabean

dan perizinan investasi yang berat.
Tabel 1

Perubahan Pajak Impor 1885-19827

. (Tarif rata-rata ditambah pajak - dalam persen)

Sistem Penggolongan Pra-Maret 1985 Pasca-Maret 1985 1882

Impor 22 13 g

Produk Domestik 29 19 13

Tanpa penggolongan? 37 27 20

Penasukanb tanpa data 5 5

T Betisp romini tarif diabebankan seme. Dalam cdzfom Elasifibasy  tzarif
sabeiwn 1909 terdapat borang lebib 5500 poeisi Lwrify dodan zislem
yang eed o s berddegaad o ang Lottt 90700 peess zl tarid,

B | - Coa s . . ,
Pemasib .y yarid buransd dard bes onpor yang  morupakan boed)iss dari

LMoy MoV mias,

Kendati beberapa persyaratan izin impor diperluas sejak

{ ihat R P, Ty o latagt; 0 i Rg oo cesie temE i, "—13' 1o,

hal.is. — =0

o MILIK UPT PERPUSTLLAAN
P PATANMG
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tahun 1985, Jjustru pada tahun itulah dimulainya proses
liberalisasi perdagangan vang pelan-pelan tapi
berkelanjutan. Pada bulan Maret 1885 daftar tarif direvisi
total dan tingkat tarif rata-rata dipotong hampir sepertigsa.
(Lihat Tabel 1.) Untuk penyederhanaan dan peningkatan impor,
pada bulan April 1885 sebagian besar prosedur penanganan
impor dipangkas dan dialihkan dari Direktorat Bea dan Cukai
ke sebuah perusahaan pemeriksa internasional vangd
berpusat di Swiss, SGS. Gebrakan ini, yang berarti bahwa SG8
merupakan pelaksana pemeriksaan pra-pengapalan di negars

pengekspor atas semua barang konsinyasi dengan nilai di atas

AS$ 5.000 yang diimpor ke Indonesia adalah penting tidak’

saja dalam memacu prosedur 1mpor melainkan juga menjadi
simbol tekad pemerintah untuk menangani korupsi dan menuju
ke sistem yang lebih berorientasi pasar. Pada bulan Mai 1988
diperkenalkan peraturan-peratnran baru yang memungitinkan
para eksportir membeli bahan baku dengan standar harga pasar
dunis. Sejak 1986 itu hampir setiap tahun diluncurkan paket-
paket deregulasi. Paket-paket deregulasi ini telah sangat
mengurangi hambatan-hambatan bagi perdagangan dan investasi

internasional.3

Pertumbuhan Perdagangan dan Investasi Australia

di Indonesia

Impor total Indonesia meningkst dari AS$ 1U,2 wmilyar pada

Peratur an-peraturan baru wna - dalam bentuk "izin zesentara”  nanti
akan dibitwrakar secara lebin rioes pada bab ing,
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tahun 1885 menjadi AS$ 25,8 milyar pada tshun 1891. Angka
ini menunjukkan tingkat pertumbuban rata-rata sebesar 17
persen per tahun. Pada periode yang sama impor Indonesia
dari Australia meningkat rata-rata 20 persen per tahun,
yvaitu dari AS$ 481 juta menjadi AS$ 1,38 eilyar. Ini
bérarti bahwa andil Australia terhadap impor total Indonesis
naik dari 4,5 persen menjadi 5,3 persen pada periode yang
sama. Selama tahun 1880-an, antars 40 sampal 48 persen
ekspor Aﬁstralia ke Indonesia adalah produk-produk
manufaktur, dan Jjustru lebih dari 60 persen di antaranya

adalah produk-produk industri hulu.

Dalam lampiran terlihst bahwa ekspor Australia ke Indonesia
selama tahun 1892 vang kategori SITC-nya terdiri atas tiga
digit melebihi nilai 10 juta dolar Australia. Kendati angka-
angka pada lampiran agak kurang tepat, vyang disebabkan
oleh penyimpangan akibat dimasukkannya produk-produk vang
berkatagori “dan lain-lain”, angka-angka ini memberikan
indikasi yang berguna tentang produk-produk utama Australia

yang dijual ke Indonesia.

Investasi Australia di Indonesia terkonsentrasi pada sektor
pertambangan. terutama batubara., emnss dan timah. intuk
periocde 1967 sampal akhir April 1993 investasi Australia
vang disetujui oleh pemerintah Indonesia adalah senilai AS$
1,6 milyar, kurang lebih 2,3 persen dari investasi total
4

yang disetujui Indonesia pada periode bersangkutan.

Sebagaimnana ekspor Australia ke Indonesia investasi
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Australia di: lndonesia tumbuh dengan cepat. Namun, kebalikan
dari kinerjs ekspor Australia, persentase andil Australia
terhadap investasi asing total di Indonesia nengalami
penurunan, paling tidak untuk sektor-sektor yang tercantum
dalam data investasi asing vyang disetujui oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BEPM). Seperti tertera pada
Tabel 2, data BEKPM menunjukkan bahwa dari seluruh
investasi ‘asing yang disetujui seleama periode 1387 sampai
1982 andil Australia sebesar 2,4 persen; untuk periode 1883
sampai 1880 agak Jjatuh menjadi 2,2 persen; tetapi untuk
periode 1981 sampai pertengahan 19982 andil Australia anjlok

menjadi 0,7 persen saja.5

Tabel 2
Penanasan Modal Asing Yang Disetujui BEPK®

Bera- ) dari_restralia Darl semua regara
Tingi-;at rata-rata tahunan, iFe 14 guta ASE AT snta
1967 sampai 1962
Tingkat rata—rata takunan, A5t B Huta ASE TLEAE juta
1987 sampai 1990
Tingkat rata rata tabonan, AEE Sl auta AS$ 7,608 juta
1991 sampai portengaban 1997

Jumtaby bos b v, 19957 JE L b (RS TS RO TR RV ARY

sampai pertenaabtan 1992

4 Libat helamen 77 Departanen of Foreign Affair vl Trade. ITrdopesiar
Countri FEconomic Brief, Sagust %7, Canberra.  Deta-data ini tidak
mencakup penananan mdal asing patungan dan penanaman modal Australia
melalua negara betiga.

5 ‘ _ .

Dats 31 vadat mencabop minyad Dowl,. gas alane pierbankan dean
ASUF 2 385 .

31



bab 2: perspektif australia

PERATURAN — PERATURAN IMPOR

Penghapusan Hambatan Non-Tarif Sejak 1986:

Tinjauan Umum

Untuk membatasi perdagangan Indonesis meneraphan bermacam-
nacamn izin impor. Tabel 3 menperlihatkan senakin
berkurangnya derajat kepentingen sistem izin impor sejalan
dengan diluncurkannya paket-paket deregulasi sejak tahun
1888. Paket Juni dan paket Oktober 1883 hanya sedikit
nembuka ekonomi Indonesia. Untuk ekonomi secara keseluruhan,
proporsi produksi domestik bruto yang diproteksi oleh sisten
izin impor terbatas sejak tahun 1988 telah menurun menjadi
hampir seperdua, dan sekarang justru hanya mencapai 22
persen.7 Proporsi sektor manufaktur yang terprotecksi sistem
izin impor terbatas sangat tinggi dibanding selitor-sektor

lain ekonomi Indonesia.

& Tidal termazub  penanamae modal i bidang miryak bows,  gss alam,
perbanb o ha ssaransi, Sumber : Tiro Pusat Statistib, Jokarta,
Indibatir FPloowcewr o borbewna bkl g,

7 . . N
Unti b ogass 1 Ftand e fewios cTwike o Loafr -k B adetahk FAFEAG
amper tor o aes Yt wy bea ey alio e e Lo v Sies s 0 e 3o
LN yotn Seetowgd 2t wetorady TF ey T dratagey eda s e - N
ampor ok ak o ket 1
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Tabel 3
Jangkauan Izin Impor Terbatas, 1986"1982B

(Persentase Jangkauan Setelah Paket Reformasi)

TR 1925 1592

Cabupsn atas Produisa
Samua barang yarng diperdaganokan 41 = 2
Sektor manufak tor &8 g s
Makanar: dan Minumsan O s
Produl kertas =] -
Ferekayasaan 19 4
Pertanian ' w4 40 -
Tanaman pancen &5 W
Tanah dan tanaman lain R 14
Jangkauar atas mpor ax 17 1=

Kerangka Dasar Peraturan Impor

Kerangka peraturan-persturan impor dan ekspor barand vyang
be;}gku sekarang bertumpu pada Peraturan Pemerintah No.
121962 dan Instruksi Presiden No. 4/1885. PP HNo. 1/1882,
yvang meliputi semua bidang perdagangan luar negeri, 1lebih
nemperkuat kebijaksanaap transaksi valuta asing secara bebas
yang telah diterapkan secara konsisten sejak awal 18970-an.
PP ini juga memberi wewenang kepada Menteri Ferdasgangan
dalam “menyempurnakan sistem perizinan untuk impor dan

ekspor” dan dalam menyusun daftar barang-barang yang tidak

dibenarkan untuk diekspor dan diimpor. Bank Indonesia

8 : o . P ! X .
Defima=s "y o bk bt agal ae e D obesn o o V30 seslade TU e
IF:  wntod oengetabus genae yeesc | abapwyy ooi lihat tebe. Dats tabel
diatza- chepaas Tesk, Sl W ) Faank . Irpic iz o s SEate rviony

Tenelopoe, Mo 19970 bealamw 7
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diminta menyediakan kredit ekspor berbunga ringan untuk
komoditas-komoditas non—migasAg Instruksi Presiden (Inpres)
No. 4/1985 1inilah yang merombak total sistem pabean
Indonesia dengan menunjuk SGS sebagai pelaksana pemeriksaan
barang sebelun pengapalan, dan sekaligus nemperbaiki
peraturan-peraturan tentang pengdapalan. Beperti telah
dijelaskan, pendelegasian wewenang pabean ini secara
luas dianggap sangat berhasil dalam nenekan korupsi

dan mempercepat proses penyelesaian i1zin pabean.

Peraturan-peraturan tentang impor ini didasarkan pada
prinsip pembedaan antara komoditas-komoditas yang boleh
diimpor oleh setiap importir umum (IU) dan komoditas-
komoditas vyang harus mengikuti ketentuwuan 1zin tambahan,
yvang terdiri dari ketentuan tentang kuotanya stau dalam
kasus-kasus tertentun bahkan tentang pelarangannya.lﬂ
Produk—produk vang boleh diimpor adalah produk-produk yang
secara eksplisit tercantum dalam satu atau dua daftar

pembatasan impor, atau produk-produk yang boleh diimpor

secara bebas.

Tingkat =k beanos dhazar bpedi b o0 o medt o mn 1T Y < demeges YT

| ¥y P dwu. e b o g ! T T IR AP W bitede ol

Fant. & ekl s RSN cabe i o el b b1ty R - je

tahuv.

10 _

Untak  masse Lo Bddenig Lastas Laye s =pspn, #usto o asahacr, bere

memeganic: cwikea Fengesal T ta (971 tetap atzo svmentar o, Dewdb fan

Jugen, sewmie shsplr bir Bare meieg g cnaka Fongenal Ebspoctir tetap,

sementars ato: teorhatos, o PN
MILIK UPT PERPUSTLKAAN
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Daftar Barang-—-barang Terlarang

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 29/Kp/1/82
tentang “pelarangan impor beberapa jenis bararg” bersama
perubahan-perubahannya menentukan secara tegas daftar
barang-barang vyang terlarang impor. B&raﬁg vang tidak
tercantum dalam daftar ini ada yang dilarang masuk melalui

penerapan izin terbatas dengan kuots nol.

Daftar Terbatas

Sistem izin impor mengelompokkan barang-barang impor
terbatas menurut badan usaha yang berhak mengimpornya. Untuk
jenis  barang tertentu, izin diberikan berdasarkan bhatasan
kueta yang ditetapkan Menteri Perdagangsan; untuk jenlis yansg
lain, batik misalnya, impor dilarang melalui penetapan 1izin
terbatas dengan kuota nol; untuk jenis vyang lain lagi
bahkan Jjumlah barang vyang boleh diimpor oleh para pemegang
izin tidak dibatasi sama sekali. Sekarang ini ada tiga macam
izin impor terbatas; berikut adalah urutannya menurut daya

11

batasnya; "harap diperhatikan bahwa beberapa jenis barang

dapat diimpor dengan menggunaksn lebih dari satu jenis izin.

{(a) "IT" (importir terdaftar): barang ysng termasuok kategori

11 3230 "PI" {produsen importir) ssbagian besar sudsh dicatat  hemball,
dan tetapy masab diberlakukan g b dmpor seiunlah bahan peledalb.
fzin  arma membolebbas seaumlab ceowiosen dalan meyer o TES L mET
bomiditas-tomdit oo s seienu s oitnigan ya0d gk sl o proed b =
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IT dapat diimpor oleh satu atau lebih dari enam
Perusahasn Dagang Negara (PDN). Impor untuk beberapa
Jenis barang yang digolongkan IT dibatasi hanya oleh
satu PDN: beberapa jenis barang kategori IT lain boleh

diimpor oleh PDN manapun.

Izin khusus yang dapat diterbitkan oleh Menteri
Perdagangan pada hakikatnya sama dengan izin IT, bedanya
adalah izin khusus ini dikeluarkan untuk perusahasn-
perusshaan yang ditunjuk selain dari enam FDN yang adsa.
Misalnya, Bulog, badan yang mengurus pengadaan pangan
nasional, merupakan sata-satunya importir vang
diperkenankan mengimpor beras dan beberapa bahan makanan
lain. Demikian pula, PT. Krakatau Steel, pabrik baja
milik negara, bersama-sama dengan berbagail importir yang
difunjuknya merupakan satu-satunya importir sampai saat
ini yang ditunjuk untuk mengimpor sebagian bessr produk

ba_ja.12

AT (agen tunggal); barang-barang vang ternasuk
kategori ini adalah produk manufaktur Jjadi, mencakup
peralatan Jistrik., mesin-mesin dan kendaraan yang CBU
(completely built-up unit/diimpor daiam bentuk siap
pakai), vyang boleh diimpor oleh agen tunggsl, vyang

diusulkan oleh pemascok di luar negeri, tapi ditunjuk

12 o
Walacpesy cieiniioooom, vaggloocar. feadb et s L W L Jeer i dde 1T 105
v igalibbar e saan v Tws g riwa b ai b besgo b bedaanati [P fdmgatir
j [ W IRC SN - cvobbeip b tedy sk by e ot benb oany fengg s gendazt J by L0
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oleh Menteri Perindustrian. Persysratan yvang
mengharuskan adanya persetujuan Menterl Perindus;rian
bagi seorang agen tunggsl kadang-kadang Jigunakan
sebagai penghambat barang-barang tertentu, dan nanti

akan kita terangkan tentang persyaratan tersebut.

(¢) "IP" (importir produsen): kategori ini meliputi bahan
mentah tertentu dan bahan-bahan antara. Produsen dalam
negeri Qang menggunakan harang-barang ysng termasuk
dalam kategori IP berhak memohon izin untuk mengimpor
sebanyak yang mereka butuhkan yang akan digunakan
semata-mata sebagai bahan baku preoduksi. Barang yang
secara khusus dikategorikan IP adalah alat-alat yang CKD
(Completely knock-down/diimpor dalam bentuk terural)

kebalikan dari CBU dalam kategori AT.

PAJAK IMPDR, PENGEMBALIAN DAN PENGHAPUSAN

BEA MABUK

Tarif dan Pea Masuk Tambahan

Indonesia menerapkan dua macam pajak yang berlaku hianya atas
impor dan tidak berlaku untuk produksi dalam negeri: tarif
dan bea masuk tambahan 13 Bea masuk tambahan lambat laun
menjadi tidak berlaku kecusli jika diperbarui secara khusus,

gedang tarif tetap berlaku kecuali kalau diubah secara
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khusus . Dasar pemikiran utama pemberlakuan bea masuk
tambahan adalah untuk memberikan perlindungan sementara bagi
perusahaan dalam negeri selama masa pengurangan jangkauan
izin impor. Bea masuk tambahan inl Jjuga dapat digunakan

sebagai pengganti sistem anti-dummping resmi.

Perubahan terpenting dalam tarif dan bea masuk tambahan
sejak tahun 1985 telah diperkenalkan dalanmn bentuk
serangkaian paket kebijaksanaarn deregulasi yang diluncurkan
happir tiap tahun. Meskipun demikian, di luar paket
deregulasi utama, perubahan tarif dan bea masuk tambahan
atas barang-barang tertentu Jjuga dibuat secara teratur
berdasarkan rekomendasi Tim Tarif, suatu panitia antar
departemen. Sejauh ini pengurangan tarif terbesar terjadi
pada bulan Maret 1985, ketika dilakukan perubahan tarif
secara menyeluruh. Rata-rata, total pajak impor (tarif
ditambah bea masuk tambahan) saat ini ‘hanya kira-kira
setengah total pajak impor sebelum Maret 1885. Jumlah pasti
tentang besarnya pengurangan tergantung pada metoda yang
dipakai untuk menghitung pembebanan rata-rata, seperti
terlihat pada Tabel 1. Bila sebagian besar impor lebih

17 . .
Ada  paab ber cnig aesaaly sehooe Do porsaday Lo pear sty N ey

Sebagimana berlaku pada sebagian besar pajak pertambahen nilar (FRND,
pajak  penjualan ber ang mewah (FFESD) ditetaphan zebesar nal e sen
atas  impor Gen ekspors namu, ber ona beberapes Jenls Darang sadahb
dikenakarn FANEM sebes.r 70 perses. pedsb 1na (FFN) hanys dikenakan
atas  barang beeom e sedandh an barang-bara g domestik tidad
dikenaran pajal. yang berarti diprotelsi. Baraw-barasg  dimabsoad
adalah: barang yang ter uat dars fristal, marmar, bvocamik, poreelen,
darn  sebegpaliyyar bar mng ke g et terbuat dars batu malia dencatao
Togewr  mel s arwg e i keper ioes rumabitenags e Paotor tbarange
Car i, s o0 tertost dary polit des atow kulit tiruan.
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diproteksi lewat hambatarn non-tarif ketimbang hambatan
tarif, pengurangan tarif sedikit membantu liberalisasi
perdagangan dan hanya neredistribusikan pendapatan dari
penerintah kepada para pemegang izin impor. Kenyatasannysa,
genurunan tarif telah menjadi sangat penting. Bahkan di
‘ééhun 1988 hampir B0 perzen produksi domestik bruto yang
dapat diperdagangkan, bila wmemang diproteksi, hanya
diproteksi melalui tarif, bukan melaluil sistem izin impor;

dan pada tahun 1992 porsi ini naik menjadi 78 persen,

seperti terlihat pada Tabel 3.

Perbandingan antara baris terbawah dan baris teratas pada
Tabel 1 memperlihatkan pentingnya penghapusan dan
pengenbalian bea masuk, vang sekarang besarnya hampir
setengah dari pemasukan potensial. Penghapusan bea masuk
diberikan untuk impor yang dilakukan badan-badan pemerintah;
untuk impor yang akan digunakan untuk produksi ekspor; dan

fﬁuﬁtuk proyek-proyek penanaman modal yang disetujui BEPH .
Peraturan Izin Sementara

Paket kebijaksanaan yang dikeluarkan pada tsnggal B8 Mei 18886
meliputi Jjuga pembentukan peraturan izin sementara guna
penberi akses kepada parsa eksportir untuk memperoleh bahan
baku produksi dengan harga yang bebas bea. Sistem ini
dirancang menurut ketentuan Putaran Tokyo tentang subsidi
ekspor, yang membolehkan digunakannya sistem pengembalian

bea masuk atas bahan-bahan baku yang digunakan untuk
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prbduksi ekspor, meskipun dalsm pasal XVI GATT terdapat
larangan umum tentang subsidi ekspor. Wsalau bagaimanapun,
agar sejalan dengan GATT, pengembalian bea masuk ini tidak
boleh lebih besar dari dengan bea yang benar-benar dibayar
eksportir. Sistem yang sekarang adalah pengganti sistem

sertifikat ekspor sebelumnya vyang tidak sesuai dengan

batasan GATT ini.

'Peraturanl izin sementara ini hanya mencakup impor bahan-
bahan mentah dan barang untuk konsumsi. dan tidak berlaku
atas barang-barang modal. Akan tetapi, dengan peraturan
khusus pensanaman modal, sebagian besar barang modal tidak
dikenakan bea impor, tanpa memandang apakah barang-barang
nodal tersebut digunakan untuk produksi ekspor atau untuk

produksi yang akan dipasarkan di dalam negeri.

Peraturan izin sementara ini, yang berada di bawiah wewenangd
Bapeksta, suatu badan di Departemen Keuangsn, berjalan
dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
ekspor produk manufaktur yang cepat sejak tahun 1986.
Walaupun berhasil, muncul sejumlah kritik yang nengatakan
bahwa sistem ini bisa jadi digunakan juga untuk mengelakkan
bea masuk atas barang-barang yang ditujukan untuk dijual di
dalam negeri, bukan untuk ekspor. Sejak tahun 1861 muncul
keluhan dari sejumlah eksportir nengdena:. penundaan
jpengirinan barang dan perlunya kemudahan pembayaran, yang
terjadi setelah adanya perubahan yang kini membolehkan

Direktorat Bea dan Cokai menunda pengiriman impor maupun
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ekspor meskipun pengiriman tersebut sudah disetujui ocleh 5G3
atan Sucofindo (perusahaan pemeriksa yang dibentuk atas
dasar Jjoin ventura antara SGS dan mitra lokal untuk
memeriksa apakah bahan-bahan baku yang dikembalikan atau

dihapuskan bea masuknya itu dimaksudkan untuk diekspor).
Mekanisme Anti-Dumping

Sejauh ini Indonesia mengusahakan dalam kebijaksanaan
perdagangannya untuk tidak menerapkan mekanisme anti-dumping
yang semakin banyak diterapkan oleh negars-negara industri,
antara lain Australies, guna mencegah terjadinya penetapan
harga vyang rendah oleh pemasok luar negeri. Seperti halnyea
tarif, bea anti-dumping memproteksi produsen dulam negderi;
perbedaan bea anti-dumping dan tarif berkaitan dengan segi
kegunaan praktis dan ketransparan: bea anti-dumping dapat
dikenakan terhadap negara-negara tertentu dan dapat Jjuga
digunakan untuk memuaskan kelompok-kelompok penekan vyang
berpengaruh apabila kenaikan tarif terbuka bertentang dengan
komitmen GATT yang ada, atau dengan janji pemerintah untuk

mengurangi proteksi.

Kesanggupan Indonesia untuk tidak mengeluarkan peraturan
anti-dumping yang eksplisit didasari oleh tiga hal. Perteama,
sistem bea masuk tambahan di Indonesis dapat digunakan untuk
mengadakan perubahan sementara atas seluruh psjak impor
apabila perusahaan dalam negeri berhasil mencuatkan kasus

besar vang nenuntut dilakukannya proteksi karens
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néiggfjirnya produk-produk berharga rendah. Kedua, sistem
iz{h impor yang dapat digunakan dengan bebas ini merupakan
alat yang fleksibel untuk berbagai bentuk proteksi dan untuk
nenegakkan proteksi yang lebih luas terhadap impor dari
negara-negara tertentu ketimbang dari negara-negara lainnya.
Ketigsa, lebih mnudah bagi pemerintah Indonesia untuk
nengabsaikan pelobi-pelobi dalam negeri ketimbang pnengabaikan

pemerintah negara-negara lain.

Kasus nesin ‘diesel menggambarkan bagaimans Indonesia
menggunakan sistem izin impor dalam rangha menjalankan
fungsi-fungsi prosedur anti- dumping vyang dijalankan di
ééﬁ@;&—negara lain seperti Australia. Paket Juni 1991
mehghapus larangan de¢ facto tentang impor mesin diesel dalam
bentuk CBU. Menteri Perindustrian yakin bahwa sistem tarif
dan bea masuk tambahan akan membuat mesin diesel Indonesia

nanpu bersaing dengan mesin diesel impor dari negara manapun

kecuali Cina. Seandainya Jdiberlakukan sisten anti dumping
resmi, produsen domestik memang dapat terlindung dari mesin
impor dari Cina yang berharga murah, akan. tetapi akan
mengekibatkan impor dari negara-negara lain menjadi bebas,
dengan timbulnya tantangan untuk dilakukannya penyelididkan
tentang adanya praktek dumping oleh Cina, terjadinya
ketidakadilan besar terhadap produsen lokal, dan fakta bahwa
_%e$1dakad11an itu disebabkan oleh dumping. 14 Dengan demikian

pajak yang bersifat sementara dapat dikenaken terhadap

14 GATT sevara khusus mengharuskan semua pengkajian ini dilakukan.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
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pesin-mesin buatan Cina. Akan tetapi, vyang sebenarnya
terjadi adalah produsen lokal diproteksi tanpa wenggunakan
tindakan-tindakan formal di atas melainkan dengan nengubah
jzin impor mesin diesel dari kategori IT yang berkuota nol
ke kategori AT (agen tunggal), lalu kemudian menyetujui
agen-agen tunggal tersebut untuk mengimpor mesin diesel dari

senua merek yang ada kecuali mesin diesel buatan Cina.

Departemén Perdagangan telah melakukan pengkalian mendalam
tentang masalah-masalah yang terdapat dalam pembentukan
mekanisme anti-dumping yang sesuai dengan ket.entuan GATT.
Kajian-kajian ini belumn lagi diwujudkan ke dalanm bentuﬁ
keputusan; walan bagaimanapun, penbatasan penggunaan ben
ﬁasuk tambahan dan izin impor yang ditetapkan calam Putaran
Uruguai akan semakin mendorong diberlakukannya mekanisme
anti-dumping resmi. Dalam hal ini, ekspor Australia tidak
mungkin terkena, paling tidak pada tahap awalnye; negara-
negara yang ekspornya paling mungkin terkena tindakan anti-

dumping oleh Indonesia adalah Cina dan Taiwan.
PENANAMAN MODAL

Izin Penanaman Modal

Proyek-proyek penanaman modal asing (PMA) harus mendapat
izin seperti yang diatur dalam Undang-Undang PHA No. 1 tahun
1967 . Peraturan ini juga berlaku bagi sebagian besar proyek-

proyek penanaman modal dalam negeri berskala hesar seperti
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diatur dalam Undang-Undang PMDN No.- 8/1968. [Proyek-proyek
penanaman modal dalam negeri kadang-kadang dapat disetujui
langsung oleh Menteri Perindustrian tanpa harus terdaftar
sebagi proyek PMDN sebagaimana dietur UU No. 13/1868; akan
tetapi, proyek PMDN seperti in tidak berhalt mnemperoleh
konsesi bea impor yang dinikmati oleh proyek-proyek PMA dan

PMDN. 1°

Eeputusan-keputusan yang merinci pelaksanaan undang-undang
penananan nodal sekarang lebih sempit dibandingkan dengan
tahun-tahun awal 1980-an. Proyek-proyek yang disetujui
berdasarkan kedua jenis penanaman modal ini berhak mendapat
konsesi bea impor. Izin penanaman modal yvang diberikan
berdasarkan Undang-Undang PMA hanya berlaku hingga 30 tahun;
tetapi, pemerintah Indonesia menjamin bahwa izin ini dapat
diperpanjang, asalkan penanaman modal bersangkutan memenuhi
semua persyaratan hukum yang berlaku. Indonesia telah
nenandatangani perjanjian penanamén nodal bilateral dengan
banyak negara yang merupakan sumber penanaman modal asing
terbesar. Perjanjian-perjanjian ini kompensasi atas
terjadinya perampasan hak, perang, pemberontakan atau tidak

lakunya mata uang rupiah. Pada tahun 1883 diberlakukan

13 Fara penanam modal dibebaskan deri semua bea impor untuk mesin-—mesin
dan  barang modal, kecuali yang tercantum dalam Daftar Negatif yYang
dikeluarkan Monteri Keuwangan; poabebasan bea impor hanva berlaku jika
paling sedikit 85 % hasil produke=i diarahkan vwntuk ekcpor. Fembebasan
bea masubk wiuk baharn baku den barang—barang bonsum=i yanq berkaitan
dengan  proses produksil dapat dipercleh dalam jangka waktu dua  tabun

produbker:  Untuk  barang-berrang yang tarifriva burang dari S persen
Ctidal  dikenakan  biaya apapw:. tetapl untulb barang-hararg VanG
tarifnya di atas 5 persen hanys divenakan boo setengat.
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Persetuiuan Perlindungan dan Promosi Penanaman Modal dengan

Australia

Penilaian permohonan penanaman modal untuk sczhtor migas
dilakukan oleh pertamina, untuk sektor perbankan, asuransi
dan sewa guna usaha dinilai oleh Bank Indonesia. Untuk
sektor-sektor lain BKPM-lah yang bertanggung Jjawab nelakukan
penilaian menurut Undang-Undang PHA atau PHDN.16 Untuk
proyek PMDN seluruh modal harus dimiliki oleh pihak
Indonesia. Proyek-proyek yang menyertakan modal asing dengan
demikian digolongkan sebagi PMA dan tunduk kepada peraturan-
peraturan tentang PMA. Kebanyakan proyek PMA bersifat Join-
ventura antara mitra asing dan Indonesia, sebab proporsi
modal asing dalam proyek PHA tidak boleh nelanmpiaul batasan
resmi yang besarnya berbeda-beda menurut jenis proyeknya.
Sebelum keluarnyas paket Oktober 1983, biasanya sahan nitra
Indonesia pada tahap awal paling sedikit harus 20 persen,
kemudian naik menjadi sekurang-sekurangnya 51 persen dalam
masa 20 tahun. Untuk proyek yang bernilei lebih dari AS$ 50
juta, yang dibangun diluar Jawa, dan provek-proyek yang
berproduksi untuk ekspor persyaratan yang dikenakan agak
lebih longgar. Persyaratan yang paling longgar diberlakukan
untuk perusshaan-perusahaan PMA yang beroperasi di kawesan

berikat yang seluruhnya produksinya untuk ekspor Perusahasan

1& yontrak barija mengenai penanaman ocdal asing di bidang  pertambangan,
selain migas, harus dirundingha dengan Menteri  Pertambangan  dan
Energr ialu kenudian diserabd.n ke BEFM. Begitu juna,  perjanjian
kontrar  tergo dil bidang kebutano barus disetiui oleh 8KFM,  setelah

. terlebih dabalu diruvndingkan deng o Menteri Fetutanan.
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PMA dimaksud boleh sepenuhnya dimiliki pihak asing, paling

tidak pada tahap awal.l7

Dqlan paket Oktober 1993 batasan maksimum nedal asing
diperlonggar. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang
meniliki modal disetor sebesar AS$ 2 Jjuta atau iebih,
dibolehkan sepenuhnya modal asing untuk . janghka waktu 10
tahun pertama masa produksi, walaupun perusahaan tersebut
beroperasi' di luar kawasan berikat, dengan syarat proyek
tersebut memproduksi bahan mentsh, barang setengah jadi atau
komponen bagi industri lain; dan untuk sektor 1lain pun
diperkenankan sepenuhnya modal asing untuk masa 10 tahun
pertama asalkan proyek tersebut memiliki modal disetor lebih
dari AS$ 50 juta. Dalam masa 10 tahun pertama kegimtan
komersialnya, proyek PMA yang dioperasikan di luar kawasan
berikat harus mulai mengalihkan secara bertahap komposisi
hodal:kepada nitra lokalnya, dan dalam jangka waktu 20 tahun
sejak didirikan paling sedikit 51 persen komposisi modal

sudah dialihkan kepada mitra 1lokal.

BKPM menyusun Daftar Negatif tentang sektor-sektor vyang

1,18

tertutup bagi penanaman noda Beberapn sektor

17 saat ini  Indonesia memilki tiga kawasan bewikut: Taniung Fer 1ok,

Pulau FEatam didekat Singapura, dan Ujung Fandang, Sulawsni  Relatan.
Kawasan berikat lain direncanakan Jdi Surabaya, Uilacap dan Medsan.

18 Sistem daftar "negatif" terbaru yany diterapkan dalesn  cistim rzin
PENSNSNaN modal  mulay  berlaku cejak tabon 1787, Sistem ini
menggantikas  sistem  lane  yang bersifat  Iebih manbatasi di o mana
PENANaNKY i aheil by dizTicton vtk seb tor-ezk tor Y
dipricrit .ot ooy dalain deflar (o chif,  yaito EF (daftar skala

pricertas,
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dicadangkan untuk industri kecil, dan penanaman nodal asing
untuk sektor-sektor ini dilarang. Misalnya: berbagai bidang
usaha industri perikanan: bidang-bidang usaha industri
pengolahan makanan, seperti, pengeringan dan pengasinan
ikan, industri tauco, tahu dan tempe; industri alat-alat
pertanian tertentu; beberapa bidang usaha perkebunan,

seperti perkebunan cengkeh, merica, panili, pala dan aren.

Untuk melengkapi sektor-sektor yang dicadanghkan untuk
industri kecil tersebut, BKPM mengeluarkan pula Daftar Skale
Prioritas yang memiat 51 sektor yang dikenakan penbatasan

penanaman modal:

% Enam sektor tertutup selamanya bagi penanaman modal. 18

* Sembilan sektor jasa tertutup bagi penanaman modal asing,
'tetapi terbuka bagi penanaman modal dalam negeri.
Kesembilan sektor ini adalah: angkutan taksi dan
bus:pelayaran pantai; penerbangan carteran;jasa perawatsan
pesawat terbang; perdagangdan eceranh; periklanan;

. penyiaran radio; penyiaran TV; dan bioskop.20

* Delapan sektor tertutup bagi semua bentuk penanaman modal

19 keeram  sektor vang  tertutup bagl penananan modal  adalah kasino,
terumbs barang, marijuana, vedoess Fhayn tipis (yang dipatar)g kontrak
jasa penshangan hata; dan beberaps jenis obata--ohatan.

Larangan  penaiamat modal dibbicoy eceran tided merotop Femngkinan
wntud mendiri kan cadang-cacdzna  Jajaran  pasar Sl ayan multi
multinasional melalud perjaniise franchising dan kerjasama teknis.Bab
4  ak.r. membabas hal ind secarc lebib dalam, separti vang dibahas
Meleo: R, Tadlotin of Irdonesias Foonomic Studies, Agustus 1993, hal.
S I 4D
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kecuali hagil produksinya untuk ekspor.

* Lime sektor diperbolehkan untuk perlhasan usaha bagi
proyek-proyek PMA yang sudah ada seksarang, sedangkan
proyek-proyek PMA yang baru izin hanya diberikan Jjika
sekurang-kurangnyas 65 persen produksinya adalah untuk
diekspor. Untuk tiga di antara kelima sektor ini (bidang
usaha peternakan ayam tertentu, pabrik tepung terigu, dan
kendaraan penumpang umum) diberlakukan pembatasan yang
sama bagi penanaman modal baik PHA maupun PHDN, sedangkan
untuk dua sektor lainnya (bidang usaha peternakan ayam
tertentu dan industri farmasi) penanaman mnodal oleh

perusshaan-perusahaan PMDN tidak dibatasi.

% Terakhir, 23 sektor lain yang ada dalam daftar skala
prioritas yang disusun BEPM tersebut hasnya terbuka bagi
éenanaman modal apabila syarat-syarat HKhusus tertentu
dipenuhi. Persyaratan ini berbeda-beda untuk setiap
kasus, tetapi berlaku sama terhadap perusahaan-perusahaan
baik PMA maupun PHDN. Persyaratan khusus ini kebanyakan
‘menyangkut tentang lokasi proyek dan berkaitan dengan
upaya menggalakkan penanman modal dan kesempatan kerja di
Indonesia Bagian Timur. Misal, tidak dibolehkan membangun
pabrik kayu lapis kecuali di Irian Jaya dan Timor Timor.
Sebagian lagi berkaitan dengan masalah integrasi vertikal

dan apakah produk untuk diekspor atau tidak.

Jelas bahwa peraturan 1izin penanaman modal merugikan

investor asing dibandingkan dengan investor dalam negeri
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kar%na investor asing tidak diperkenankan sama sekali untuk
nasuk’ di sembilan  sektor  gnsa, investor o wsing dikenad
pembatasan untuk bidang usaha peternakan ayam dan industri
farmasi sementara investor negeti tidak, dan investor asing
tidak diperkenankan wmenggarap bidang-bidang usaha yang
dicadangkan untuk industri kecil. EKendala vctama lain
terhadap investor adalah batas maksimum pemilikan saham oleh
mitra asing dalam proyek join ventura, pembatasan dalam izin
kerja dan’ visa bagi orang yang terkena ekspatriasi, dan
larangan pemilikian 1lahan atas mereka ini. Berdasarkan
Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, hak milik atas
lahan vang tidak dapa£ diwariskan berlaku hanya terhadap
warga negara atau perusahsan Indonesisa, bukan terhadap
R LU

entitas asing. Meskipun demikian, perusahaan PHA dibolehkan

mexegang hak—ﬁak berikut:

* HGU (hak guna usaha) mengizinkan penggunaan lahan untuk
naksud-wmaksud pertanian. HGU lazimnya berlaku untuk 30

tahun.

* HGB (hak guna bangunan) mengizinkan pendirian dan
pemanfaatan bangunan. HGB biasanya dibatasi untuk mnase

20 hingga 30 tahun.

* HP (hak pakai mengizinkan pemanfastan hutan atau konsesi
untuk Pertanbangan. Tetapi, investor harus 1lebih dulu
- mendapat izin usaha pertambangan atau HPH (hak pengusaha

hutan) dari departemen terkait.

LK UPT PERPUSTRAKAAN
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Pajak Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri

Dalam tahun 1983-1884 sistem pajak diperbarui secara luag.
Pembaruan terpenting adalah penggantian pajak penjualan atas
barang-barang manufaktur dan beberapa jenis jasa yang lama
dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berlaku sejak
1986, dan penghapusan mnasa bebas pajak perusizhaan atas
penanaman modal baru. Kendati demikian, seperti dijelaskan
sebelum iﬁi, proyek-proyek penanaman modal yang disetujui
BEPM masih mendapet penghapusan cukup besar atas pajak

impor.

Indonesia menganut sistem pajak perusahaan klasik. Laba
dikenakan pajak dua kali yaitu sebagai pajak perseroan dan
pajak deviden. Perusahaan dikenakan pajak yang bersifat
progresif, sama dengan vang dikenakan pada perorangan.
Penghasilan per tahun sebesar Rp 10 juta pertams dikenakan
pajak 15 persen; Rp 40 juta dikenakan pajak 25 persen; dan
penghasilan di atas 50 juta dikenakan psejak 35 persen.
Deviden, bunga dan royalti yang dibayarkan kepada warga
negara asing yang tidak memiliki perjanjian pajak ganda
dengan Indonesia dikenakan pajak dipotong di muka
(withhclding ts.) sebesar 20 persen. Australia merundingkan
perjanjian pajak ganda dengan Indonesia pada tahun 1882,
dengan mengikuti model perjanjian pajak ganda yvang
dikeluarkan OECD (Organisasi Kerjasana Ekonomi dan
Pembangunan). Tarif untuk pajak dipotong di muka vyang

dikenakan oleh salah satu pihak (negara) atas bunga dan sewa

S0
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guna usaha yang dibayarkan kepada pihak lain tidak boleh
lebih dari 10 persen, dan batas maksimum pajak dipotong
dimuka atas pembayaran royalti dan deviden adalah 15 persen.
Kedua negara saat ini mengenakan tarif pajak benar-benar

menurut ketentuan batas maksimum ini.

Keseluruhan tarif pajak alternatif atas penanaman modal
besar vang berasal dari Australia jauh lebih rendah dari
44,25 persen, yang diperhitungkan dari 35 persen tarif
naksimun pajak perseroan ditambah dengan 15 persen pajak
dipotong di muka atas deviden.21 Ini disebabkan oleh
diperkenankannya menggunakan persentase _pényusutan vangd
tinggi. Kendaraan bermotor, mesin-mesin portabel dan perabot
boleh disusutkan sebesar 50 persen per tahun (berdasarkan
nilai buku); sebagian besar peralatan lain beoleh disusutkan
sebesar 25 persen per tahun (berdasarkan nilai buku): gedung
boleh disusutkan sebesar 5 persen per tahun {(dendan metode
garis lurus) dan bangunan lain seperti jaringan pipa, tangki
timbun, peti kemas yang «digunakan di sektor nigas,
peﬁgangkutan dan perhubungan boleh disusuthkan sebesar 10

persen per tahun (berdasarkan nilai buku).
Hak Milik Intelektual

Sebelum tahun 1987, perlindungan Indonesia terhadap hak

milik intelektual relatif 1lemah, bahkan dalanm prinsip

-

R RIR] I T A T B AR R B R | gt e i boarbeddy e g K 1.0
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sekalipun. Satu contoh yang banyak mendapat perhatian uhum
tentang buruknya perlindungan terhadap hak milik intelektual
untuk bidang industri adalah kasus vang nelibatkan
perusahaan sepatu olahraga Nike International Ltd, yang
nenggugat pelanggaran nerek dagang oleh pihak yang
membajaknya di Indonesia. Mulanva kasus ini diajukan ke
pengadilan negeri, vang menvatakan bahwa Nike tidak dspat
mengajukan tuntutan atas penggunaan secara tidak sah merek
dagangnyal karena pendaftaran merek dagang tersebut belum
lagi diumumkan pada Lampiran Lembaran Negara. Pada nasa
itu, pengumnuman mnerek dagang dapat diundur selama kurang
lebih enam tahun. Mahkamah Agung pads mulanya berpegang pada
keputusan pengadilan negeri (Putusan HNo. 284/pdt /1984
tertanggal 31 Juli 1985), nanum kenudian mengubah
keputusannya setelsh adanya kritik dari pers internasional

(Putusan No. 220/pdt/1886 tertanggal 18 Desember 18988).

Undang-Undang perlindungan hak milik intelektual 1Indonesia
baru-baru ini sudah banyak diperkuat. Undang-Undang Hak
Cipta No. 6/1882, pada tahun 1887 diubah guna memberlakukan -
sanksi keras yang maksisum terhadap pelanggaran hak cipta;
Undang-Undang Hak Paten No. 6/1888 diberlakukan pada tahun
1991; dan Undang-Undang Merek No. 21/1861 pada tahun 1892
diperkuat dengan mengadakan perubahan-perubahan. Perjanjian
hak cipta bilatersl dengan ME (Masyarakat Eropa)
ditandatangani pada tahun 1988 dan perjanjian serupa dengan
Amerika Serikat ditandatangani pada tahun 1989 yang mencahkup

buku-buku, rekaman suara, filem, perangkat lunak komputer
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dan hasil-hasil karya kreatif lainnva. Perjanjian hak cipta
bilgtéral dengan Australia dJditandatangani pada bulan Juli
1993. Format perjanjian ini sama dengan format perjanjian
yang yang ditandatangani dengan Amerika Serikat dan ME.
Eendati pengelakan terhadap Undang-Undang baru masih menjadi
masalah besar, Indonesia tampaknya akan berupaya sekuat

pungkin meningkatkan pelaksanaannya.

HASALAH—&ASALAH DALAM BERBISNIS DENGAM

INDONESIA: MENURUT PERSPEKTIF AUSTRALIA
Survai AIBCLC 1986

Sufvai tentang masalah-masalah dalam menjalankan bisnis di
Indonesia, menurut yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan
Austalia, dilaksanakan pada tshun 1886 atas kerjasama Komite
Kerjasama Bisnis Australia Indonesia (AIBCC) dengan Dewan

Kerjasama Pengusaha Indonesia - Australia (DKBPIA).22

Kendati survai ini sudah berumur tujuh tahun, irnilah satu-
gsatu survai sistimatis yang ada untuk bidang ini. Survail int
penenukan bahwa hambatan utama perdagangan yang ditimbulkan
oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dsan kendala

birokratis di Indonesia adalah:

* Perlakuan yand dianggap tidak adil terhadap crang asing

ormtral e dradteerara Paedwesas Uosarn ), sty T aa Frydore - ra Uy REX

Irnvestasn!t sltocfy, MNovembaer 177
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di pengadilan-pengadilan Indonesia.

Tidak memadainya perlindungan hukum terhadap hak paten
dan merek dagang, dan tidak konsistennya sistem hukum di

Indonesia.

Sulit mendapatkan dokumen-dokumen penting, seperti visa,

dokumen perjalanan dan surat keterangan dari kepolisian.

Sulit . berurusan dengan pabean Indonesia (meskipun
sekarang sudah ada perbaikan) seperti masalah penundaan
kiriman, pembayaran-pembayaran yang tidak jelas, dan

prosedur yang rumit.
Kurangnya kordinasi antar departemen di pemerintahan.
Kurangnya kebsbasan bergerak di luar Jawa.

Pembatasan terhadap penanamn modal asing dalam hal
pemasaran dan pendistribusian barang di dalam negeri

Indonesia.

Menurut psra responden survai AIBCC ini, hambatan utama

penénanan nodal yang disebabkan oleh kontrol yang dilakukan

pemerintah dan birokrasi Indonesia adalah:

X

Persyaratan untuk mengambil mitra Indonesia bagi setiap

perusahaan asing, meski kenyataannys bahwa mitra lokal

tersebut mungkin tidak dapat memberikan kontribusi baik
teknis maupun keunangan. % Pembatasan terhadap

perusahaan join ventura untuk tidak melakukan Jjoin
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ventura dengan perusahaan Indonesia lainnya.

¥ Kurangnys Jaminsn terhndap masa pemnufaalan Tahan  dan

bangunan.

* Persyaratan agar perusahaan bertanggung Jawab atas
kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan para

karyawan.

* Tingginya pajak dipotong di muka di Indonesia.z3

* Diturunkannye provisi bagi penyusutan yangd dipercepat
dan tunjangan atas kerugian investasi yang disebabkan

oleh perubahan Undang-Undang Perpajakan 1884.

X Pajak yang dinamakan sebagai “"tunjangan dalam bentuk
natura” atas proyek-proyek pertambangan di daerah-daerah
pedalaman, dan tidak dapatnya perusahaan-perusahaan
pertambangan untuk mengkompensasikan biaya-biaya
eksporasi yang dikeluarkan untuk proyek-proyek yang
gagal dengan laba yang diraih pada proyek-proyek yang

berhssil.

* Korupsi - mulai dari sekedar uwang recehan untuk urusan
surat menyurat sampai ke jumlah yang lebih besar untuk

urusan pengamanan kontrak-kontrak.

* Sering berubahnya kebijaksanaan mengenai Kontrak EKerja

dalam kerjasama di bidang pertambangan.

e

=Y Perjaniled:  pedab gands telah dhtandatangarm oleh fMAostralia, vang
menelapkan  babwe tarif paisk dupodonn di omala atas desiden  dibatasa
hanve seteza 17 per=en,
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Perkembangan Hubungan Ekonomi

Australia-Indonesia Sejak Tahun 19Bé

Seandainya survai seperti di tahun 1886 itu dilakukan
sekarang, hampir dapat dipastikﬁn bahwa keluhan-keluhan yang
diutarakan perusahaan-perusahaan Australia itu terlalu
berlebihan. Seperti dijelaskan di muka, Indonesia telah
nelaksanakan serangkaian paket deregulesi yang lelegh oukup
membuka ekononi Indonesia bagi perdagangan dan penanaman
modal asing. Lagi pula, untuk meningkatkan akses bagi semua
perusahaan asing, pada tahun 18982 ditandatangani tiga
perjanjian bilateral dengan Australia: Perjanjian Pajak
Ganda; Perjanjian Hak Cipta Bilateral; dan Perjanjian

Promosi dan Perlindungan Penanaman Hodal.

Terjadinya pertumbuhan yang cepat dalam penanaman modal
Australia di Indonesia darn dalam perdagangan antara
Australia dan Indonesia sebagiannva disebabkan cleh rcapatnya
pertumbuhan yang dialami Indonesia dan sebegian lagi
disebabkan oleh semakin terbukanya Indonesia bagi
perdagangan dan penanaman modal. Ketidakasingan Indonesia di
mata perusahaan-perusahaan Australia diduga telsh ikut -pula
mengurangi gesekan-gesekan antara perusahaan-perusahaan
Indonesia dengan pejabat-pejabat Indonesia. Bilemana masih
ada ketidakpuasan ada beberapa cara yang dapst ditempuh
melalui kelompok-kelompok kerja yang dibentuk oleh Forum
EKEonsultasi Tingkat Menteri Asutralia-Indonesia vang

diselenggarakan di Jakarta pads bulan November 1982,
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PROSPEK AKSES PASAR D1 MASA MENDATANG

Proses berkelanjutan deregulasi ekonomi Indoresia semakin
mendapat angin setelah berhasilnya disepakati Putaran
Uruguai. Sebelum Putaran Uruguai disepakati, langkah-langkah
refofmasi vang berkaitan dengan pasar dan perclagangan yang
dibuat Indonesia berjalan sendirian, tetapl sekarang sudah
pemperoleh komitmen multilateral yang kuat dari sejumlah

besar sektor industri.

Indonesia pada akhifnya membuat sejumlah konsensi tarif
dalam Putaran Uruguai, dengan tawaran terakhirnya mengenai
tarif 40 persen mengikat, yang meliputi 86 persen Jjajaran
tarifnya. EKendati tarif mengikat ini relatif tinggi, akan
penting artinya karena Indonesia tengah berupaya mencari
cars untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan kuantatif dan
nenggantinya dengan tarif. Barang-barang utama Australia
vang terkena tarif 40 persen nengikﬁt ini adalah produk-
produk aluminium, aluminium oksida dan hidroksida; suku
cadang Lkendaraan bermotor, seperti tanghai dan angkol
persneling, piringan kopling, rem dan gasket; kap wol; dan

piringan timah, batangan timah dan serbuk timah.

Selama masa perundingan Persetujuan Umum tentang Perdagangan
Jasa (GATS) vang baru, Indonesia menawarkan komitmennya
untuk mwengizinkan paling tidak 49 persen modal asing untuk
beberapa sektor jasa, termasuk Jjasa persankan, dan

mengizinkan 100 persen modal asing untuk hotel-hotel wisata
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di Indonesia Bagian Timur. Australia telah pula
memperlihatkan tanda-tanda berkeinginan untuk memulai
perundingan-perundingan bilateral pascsa Putaran Uruguai

mengenai pengakuan timbal balik atas kualifikasi-kualifikasi

;profésional.

Pelan-pelan Indonesia mungkin meningkatkan akses perusahaan
asing ke sektor-sektor jasanya sebab peraturan-peraturan
vang ada'sekarang lebih longgar ketimbang yang sudah-sudah.
Paket-paket deregulasi saat ini memperbolehkan investasi
asing di sektor-sektor jasa pelayaran, konstruksi, perbankan
dan keuangan, dengan syarat harus ada izin khusus dari
pemerintah untuk setiap proyek tersebut. MNeskipun untuk
setiap sektor perdagangan eceran investasi langsung oleh
perusahaan-perusahaan asing dilsrang, perusahnan-perusahaan
manufaktur PMA diperbolehkan mendirikan perusahasn lain yang
ﬁkah bertindak sebagai grosir distributor bagi produk-produk
yang mereka buat, dengan syarat harus ada izir dari BEKPM.
Dan, seperti dikemukakan pada catatan kaki di muka,
pembatasan investasi di bidang perundistribusian barang
kadang—kadang‘ dapat dielakkan melalui perjanjian kerjasama
teknis, atau melalui perjanjian franchising di nana
pelaksana 1lokal menjadi pemilik seluruh modal tapi harus

membayar royalti kepada pengecer asing.

Pada tahun-tahun belakangan ini, Indonesia &ktif mencari
cara untuk lebih membuka pasarnya, meskipun Jjalan yang harus

ditempuh masih jauh. Seperti yang dihadapi olel perekonocmian
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negara-negara lain, kepentingan-kepentingan pribadi yang
kuat harus dihadapi dan tindakan-tindakan de Jure yang
dirancang untuk memperbaik: akses pasar sering nengsalami

frustasi karena penerapannya VAang jelek dan karens hambatan-

hambatan lain.

Progﬁék nasa depan bagus. Keberhasilan disepakati.nya Putaran
Uruguai membusat Indonesia merassa terikat dengan progran
deregulasi' di wmasa mendatang dan reformasi akses pasar.
Selain itu masih banyak peluang bagl perunding&n—perundingan
bilateral guna lebih meningkatkan hubungan perdagangan dan

investasi antara Australia dan Indonesia.
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KESIMFLL AN LR

Volume dan intensitas perdagangan antara Indonesia dan
Australia ternyata masih rendah dan belum mantar. Demikian
juga halnya dengan investasi langsung , terutama yang

ditanamkan oleh.para investor Australia di Indonesisa.

Eendati dJdemikian.,  wntnk mscn maaa mendstang kedun negnrn
berpeluang hesuar untuk mengalin kerjJasama  ekonomi dan
perdagangafl yang saling menguntungkan kedua pihak, lebih-
lebih 1lagi setelah melalui kerangka kerjasama APEC. Ada
sejumlah faktor yang dapat membuka peluang tersebut, antara
lain:

1. Indonesia adalah negara ysng sedang membangun di segala
bidang, sementara Australia adalah negara maju vyang
memiliki berbagai keunggulan dalam teknologi dan sumber
daya lainnya.

2. Kedua negara berdekatan sehingga memungkinkan keduanya
untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan komparatif
masing-masing.

3. Ekonomi Indonésia sudah makin berkembang dan tingkat

pendapatan per kapita penduduknya semakin tinggl, dengan

demikian Indonesia dapet diandalkan sebagal pasar

potensial bagi produk-produk Australia.
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Australia dapat pula diandalkan sebagai pasar ekspor
produk-produk Indonesia mengingat negara ini memiliki GDP
vang tinggi, =sementara di sisi lain produk-produk
Indonesia sudah semakin memenuhi standar kualitas
internssional (IS0 8000) dengsan biaya precduksi yang lebih

rendah.

Walaupun demikian, dari sudut pandang Indonesia ada beberapa

kendala vyang selama ini menyebabkan rendahnya perdagangan

antara kedua negara, yaitu:

1.

Tingginya ongkos angkut barang dari Indonesia ke
Australia sehingga menyvebabkan harga c¢.i.f dan harga
f.o.B produk-produk Indonesia menjadi lebih tinggil dan
tidak kowmpetitif di Australia.

Produk-produk andalan ekspor Indonesia tidak sesual
dengan kebutuhan pasar Austrslia.

Biaya untuk mendapatkan informasi tentang peluang-peluang
bisnis di Australia mahsl sehingga pars pengusaha
Indonesia lebih tertarik untuk menoleh ke Singapura.
Selain itu, antara Singpura dan Indonesia terdapat kultur
bisnis yang lebih mirip.

Walaupun tarif = masuk ke Australia sudah ditekan
sedemikian rupa ternyata tarif masuk untuk produk-produk
andalan ekspor Indonesia mazih sangat tinggi, yaitu 35
persen. Untuk barang-barang vang termasuk kategori

"produk industri kerajian ' memang diberikan pemotongan
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tarif sebesar 50 persen, namun para pengusaha keréjinan
Indonesia belum cukup besar untuk mampu memasck secara
efektif pasar Australia. Di samping itu, Indonesia masih
kalah bersaing dengan eksportir-eksportir dsri negara-
ﬁegara Pasifik yang memperoleh berbagail keringanan tarif
dari Australia.

Kondisi wilayah Australia dan jumlah penduduknya yang
kecil dan terpisah jauh antara sato kota dengan yang lain
mengakiﬂa;kan biaya pengiriman barang per unit menjadi
tinggi.

Tidak seperti di negara-negara tujuan ekspor laiinya,
standar mutu barang di Australia sering lebih tinggi,

dengan demikian banyak prodok Indonesia yang diasnggap

bermutu rendah - paling tidak menurut ukuran Australia.

Akibatnya, pemesanan terhadap barang-barangd buatan
Indonesai tidak dapat dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan.

Tekanan politik dan sentimen dalam negeri Australie
nengenai Indonesia seringkali menyulitkan kelancaran arus
barang dari Indonesia ke Australisa. Ketidakpastian
seperti ini tentu sangat berpengaruh terhadap perdagangan

kedua negara.

Un;uk mengatasi kendala-kendala di atas, Moetaryanto

nenyarankan langkah-langkah berikut:

i.

¢

Hambetan-hambatan tarif di &gstralis periy dikerangl.

I S

é
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2. Informasi mengenai berbagail peluang bisnis di Australia
perlu disebarluaskan dengan cara sedemikian rupa sehingga
tidak lagi menjadi "barang mewah" bagi para pengusaha
Indonesisa.

3. Australis hendaknya menerima berbagai standar yvangd
pada umunnya berterima di negara-negara sasaran ekspor
lain.

4, Austra11a harus menerima baik keunggulanmkeunggulan
konparatlf yang dimilki Indonesia dan tidak mer jadikannya
sebagai alasan untuk nengenakan tindakan-tindekan anti-
dumping.

5 Perlu dipikirkan kerjasama tiga pihak antara Indonesisz,
Australia dan Singspura dalam bidang perdagangsn.

6. Hubungan politik antara Australia dan Indonesia perlu
dipertahankan kestabilannys, yang pada akhirnya akan

dapat pula menghilangkan ketidakpastian dalam bisnis.

Sementara di pihak lain, Asutralia nemandang prospell
perdagangan dan investasi antara Australia dan Indonesia

dengan pandangan yang lebih optimistis.

Kendati hasil studi pada tahun 1986 menunjukkan beberapa hal
yang dipandang sebagai penghambat intensitas perdsgangan dan
investasi antara kedua negara,z4 perkembangan yang terjadi
akhir~akhir ini di Indonesia - terutama sejak dilakukannya

serangkaian tindakan deregulasi dan reformasi di Dbidang

b4
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ekononi, sehingga perekonomian Indenesia kini menjadi lebih
terbuka - cukup menjanjikan bagi prospek kerjasama yang

saling menguntungkan kedua negara di masa-mase mendatang.

Terakhir, sebagaimana ditegaskan olehAFane, prospek masa
depan perdagangan dan investasl antara Australia dan
Indonesia bagus. Hanya ada satu hal yang masih perlu
diupayakan agar lebih baik yaitu, langkah-langkah dan
keﬂijaksanaan deregulasi yang sudah dirancang Indonesia
selama ini supaya diterapkan secara lebih baik, dan
kepentingan-kepentingan pribadi serta hambatan-hambatan lain

harus ditekan seminimum mungkin.

-
**"4 nc

Lrtud rinciannys lihat Bsb 2, hal. 53 - 95,

VHLIK UpT PERPUSTAKAAN
65 Kip PADANG




